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PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU 

PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA 

Aldi Prastiya 

NIM. 1817401006 

ABSTRAK 

Komite sekolah memiliki peran sebagai badan pertimbangan, pendukung, 

pengontrol, dan sebagai mediator. Dari keempat peran tersebut, diharapkan komite 

sekolah mampu membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan dan mampu melaksanakan pengelolaan pendidikan secara efisien. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, ketua 

komite sekolah, guru dan wali murid. Analisis data yang digunakan melalui tiga 

langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa peran komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga 

dalam meningkatkan mutu pendidikan sudah menjalankan perannya dengan cukup 

baik walaupun belum sepenuhnya optimal, dikarenakan masih terdapat beberapa 

hal yang belum dijalankan. Walau begitu, sudah cukup banyak kontribusi yang 

diberikan oleh komite sekolah dalam menjalankan perannya. Peran yang sudah 

dijalankan oleh komite sekolah diantaranya ialah, komite sekolah mendukung 

program-program yang ada di sekolah, dukungan berupa ide-ide maupun dalam 

segi pendanaan. Selain itu, komite sekolah sudah menjadi penghubung yang baik 

antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Kedepannya diharapkan komite 

sekolah dapat bekerjasama serta bersinergi lebih baik lagi untuk meningkatkan 

mutu pendidikan.  

Kata Kunci: Komite Sekolah, Mutu Pendidikan 
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THE ROLE OF SCHOOL COMMITTEES IN IMPROVING THE 

QUALITY OF EDUCATION IN MI NEGERI 1 PURBALINGGA 

Aldi Prastiya 

NIM. 1817401006 

ABSTRACT 

The school committees have roles as consideration, supporters, controllers, 

and as mediators. Oh the four roles, the school committees is expected to assist the 

education unit in improving the quality of education and able to implement efficient 

education management. This study aims to describe the role of school committees 

in improving the quality of education in MI Negeri 1 Purbalingga. The method used 

in this study is a qualitative method, with a descriptive approach. Data collection 

techniques in this study through interviews, observation and document study. 

Interviews are conducted with principals, school committees, teachers and 

guardians. Data Collection techniques in this study were through interviews, 

observations, and document studies. Data analysis used through the three steps of 

data reduction, data presentation and Conclusion Drawing. The results showed that 

the role of the school committee in MI Negeri 1 Purbalingga in improving the 

quality of education had carried out its role quite well, because there are still some 

things that have not been executed. However, there are quite a few contributions 

given by the school committee in carrying ou is role. The role that has been run by 

the school committee is, the school committee supports the programs in the school, 

support the from of ideas and in terms of funding. In addition, the school committee 

has become a good liaison between the school and parents. In the future, it is hoped 

that the school committee can work together and work together better to improve 

the quality of education.  

Keywords: School Committee, Quality of Education 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu upaya mewariskan 

nilai, yang akan menjadi penolong dan penuntun umat manusia dalam 

menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk memperbaiki nasib serta 

peradaban umat manusia.1 Keberadaan peran masyarakat kepada lembaga 

dalam memajukan lembaga menjadi point utama dalam memperbaiki 

kualitas lembaga. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat khususnya 

dalam dunia pendidikan, maka dibutuhkan suatu wadah atau organisasi 

untuk menggali potensi masyarakat untuk sama-sama memajukan dunia 

pendidikan bersama pihak sekolah. Karena sejatinya, pendidikan bukan 

hanya milik pihak sekolah dan siswa saja. Namun, masyarakat juga 

memiliki dunia pendidikan khususnya orang tua siswa. Keberhasilan suatu 

pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan pihak 

sekolah saja. Orang tua dan masyarakat juga harus berpartisipasi di 

dalamnya untuk sama-sama memajukan pendidikan. Untuk itu, maka 

dibentuklah suatu badan yang bertugas sebagai penjembatan antara pihak 

sekolah dengan masayarakat, dan sebagai badan yang bertugas membantu 

pihak sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang disebut 

sebagai komite sekolah. 

Meningkatnya mutu pendidikan bukan hanya ditentukan dan 

dipengaruhi oleh tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, isi pendidikan, 

metode penelitian, alat pendidikan, tetapi juga ditentukam dan dipengaruhi 

oleh lingkungan pendidikan itu sendiri dalam hal ini masyarakat. 

Masyarakat merupakan komponen yang partisipasinya bagi pendidikan 

sungguh sangat diharapkan kareana tanpa adanya kerja sama yang baik 

antara sekolah dan masyarakat, maka mustahil tujuan yang diinginkan 

                                                           
1 Hajair Sanaly, Pendidikan Islam di Indonesia (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), hlm. 

211. 
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bersama dapat berjalan dengan baik dan lancar.2Kegiatan proses belajar 

mengajar merupakan aspek penting dalam menentukan peningkatan mutu 

pendidikan. Sementara faktor lain yang diperlukan untuk mendukung dan 

mempengaruhi seperti kelengkapan sarana prasarana, keterlibatan peran 

orang tua dan masyarakat.3 

Orang tua pada umumnya tidak mempunyai alasan untuk terlibat 

aktif di sekolah, khususnya sebagai anggota komite sekolah. Kepedulian 

akan berhasil jika ada keinginan yang kuat dari dalam diri untuk benar-benar 

terlibat dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Persoalan yang terjadi 

adalah masih banyaknya orang tua yang belum melibatkan diri dalam 

peningkatan mutu pendidikan.4 Keberadaan komite sekolah memberikan 

peran strategis terutama dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat 

kepada sekolah atau pemerintah. Keberadaan komite sekolah juga 

menampung berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat dengan 

mengakomodasikan serta memformulasikan ke dalam program-program 

sekolah dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat. 

Salah satu lembaga pendidikan yang dapat dikatakan mutu 

pendidikannya bagus di Purbalingga adalah MI Negeri 1 Purbalingga. 

Karena didukung dengan tenaga pendidik yang berpengalaman dengan 

kualifikasi sarjana Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2). Dari fasilitas yang 

dimiliki dan layanan yang diberikan oleh MI Negeri 1 Purbalingga, maka 

tidak dipungkiri jika setiap orangtua siswa menginginkan anaknya untuk 

bersekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. Hal ini dapat dilihat dari animo 

masyarakat untuk mendaftarkan anaknya, karena masyarakat meyakini 

bahwa sekolah tersebut dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang 

religius, berakhlakul karimah, berkualitas dan unggul.  

Saat ini MI Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu Madrasah 

Ibtidaiyah unggulan di Purbalingga yang dianggap menjadi rujukan dan 

                                                           
2 Edwar Sallis, Total Quality Managemen In Education (Yogyakarta: IRCisode, 2008), hlm. 38. 
3 Suparlan, Membangun Sekolah Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 107. 
4 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi dan Aspirasi Masyarakat dalam Pendidikan 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 242. 
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pilihan masyarakat karena kualitas pendidikannya yang tidak diragukan 

lagi. Hal tersebut dapat dilihat dari status sekolah yang memiliki Akreditasi 

A serta prestasi akademik dan non akademik yang diraih oleh siswa dan 

sekolah sehingga membuat sekolah tersebut baik dan menjadi sorotan 

masyarakat. Namun dilain hal, komite sekolah masih belum maksimal 

dalam menjalankan perannya sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan hasil 

wawancara peneliti, komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan 

tidak ikut serta dalam memberikan masukan pada kriteria kinerja satuan 

pendidikan, kriteria tenaga pendidik. Sebagai pendukung, komite sekolah 

sudah menjalankan perannya dengan baik. Sebagai pengontrol, komite 

sekolah hanya mengawasi program sekolah serta pendanaan yang tidak di 

danai oleh pemerintah. Serta sebagai mediator, komite sekolah hanya 

sebagai penyalur informasi ke orang tua siswa terkait program dan kegiatan 

di sekolah. 

Melihat realitas tersebut penulis merasa perlu mengkaji 

permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penulis 

mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul “PERAN 

KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 

DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA”. 

B. Definisi Konseptual 

Peneliti memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang 

digunakan dan bersifat khas yang melekat pada tulisan ini, istilah tersebut 

antara lain adalah peran, tokoh masyarakat, peningkatan mutu pendidikan. 

1. Peran  

Peran menurut Koentrajaraningrat, berarti tingkahlaku individu 

yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep 

peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapakan dari seseorang 

yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. 

Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan 

manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam 
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situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Pengertian 

peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status), apabila seseorang melaksankan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan.5 

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang 

diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam 

bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s 

task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang 

dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam 

masyarakat.Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi 

biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari 

lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan 

(expected role) dan peran yang dilakukan (actual role). 6 

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh 

banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki 

status atau kedudukan tertentu. 

2. Komite sekolah 

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan 

Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah 

tersebut tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya 

terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung 

dan mewujudkan mutu pendidikan. Menurut Syaiful Sagala, komite 

sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai 

komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas di 

                                                           
5 Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta; PT Raja Grafindo persada, 

2012), hlm.213 
6 Syamir, Torang, Organisasi & Manajemen (perilaku, struktur,budaya & perubahan 

organisasi), Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 86 
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daerahnya.7Nanang Fatah memberikan pengertian tentang komite 

sekolah dalam bukunya, Konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan 

Dewan Sekolah, “Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga 

non politis dan non profit, dibentuk berdasarkan musyawarah yang 

demokrasi oleh para stake holders pendidikan di tingkat sekolah sebagai 

representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap 

peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan”8. Lebih lanjut oleh 

Djam’an Satori dalam bukunya Mulyono, mengatakan bahwa “komite 

sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi 

untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut 

kepentingan kelembagaan sekolah.”9 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberadaan komite sekolah 

menjadi wadah/forum untuk menampung aspirasi masyarakat dan 

menyadarkan masyarakat atas peran serta dan tanggung jawab 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang transparan dan 

akuntabel. Adapun peran komite sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga yang dimaksud dalam penelitian 

ini mencangkup peran komite dalam badan pemberi pertimbangan, badan 

pendukung, badang pengontrol dan sebagai mediator. 

3. Peningkatan mutu pendidikan 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang bermanfaat 

terhadap seluruh masyarakat dilihat dari kebutuhan masyarakat itu 

sendiri. Seperti kebutuhan masyarakat akan hubunganya di dalam 

kelompok (misalnya berinteraksi sesama anggota masyarakat). 

Sementara pendidikan menurut prespektif pendidikan itu sendiri dapat 

dilihat dari sisi prestasi siswa, mulai dari proses pembelajaran, kemapuan 

lulusan dalam mengembakan potensinya di masyarakat serta dalam hal 

                                                           
7 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2013), hlm, 251. 
8 Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2012), hlm, 149. 
9 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta; Ar-Ruzz 

Media, 2010), hlm, 258. 



 
 

6 
 

 

memecahakan masalah dalam berpikir kritis. Kualitas pendidikan dapat 

di tingkatkan melalui beberapa cara yaitu seperti yang di ungkapkan oleh 

john bishop Meningkatnya ukuran prestasi akademik melalui ujian 

nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompentensi dan 

pengetahuan memperbaiki tes bakat sertifikasi kompetensi dan forto 

folio, membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah 

pembelajaran melalui belajar secara kooperatif, menciptakan kesempatan 

belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi jam 

belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada hari-hari libur, 

meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasan 

materi dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, membantu 

siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang 

berkaitan dengan ketrampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai 

sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai 

pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat 

hidupnya dan mengembangkan fortofolio pencarian pekerjaan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan 

pokok masalah salam penelitian ini adalah bagaimana peran Komite 

Sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah mendeskripsikan peran komite sekolah dalam peningkatan 

mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai referensi oleh 

penelitian selanjutnya dan sebagai bahan kajian untuk pengembangan 

Ilmu Keguruan. 
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Manfaat Praktis 

1) Peneliti mampu memahami konsep serta prosedur yang benar 

dalam melakukan penelitian, khususnya penelitian dengan 

menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

2) Peneliti mampu menggunakan teori dan teknik yang telah didapat 

selama masa perkuliahan, khususnya teori tentang Ilmu Keguruan. 

3) Hasil penelitian dapat dijadikan kajian bagi peneliti lain dalam 

pengembangan riset yang melakukan penelitian sejenis dimasa 

mendatang, terkait dengan penggunaan media pembelajaran. 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah suatu uraian sistematis tentang keterangan 

yang telah dikumpulkan dari pustaka-pustaka yang berhubungan dengan 

penelitian dan mendukung betapa pentingnya penelitian ini dilakukan. 

Untuk itu, dikemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah peneliti 

sebagai berikut: 

Penelitian atas nama Windi Retno Bintari dengan judul Peran 

Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Di SD Negeri 

Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo.10 Hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Windi Retno Bintari membahas terkait bagaimana 

peran komite sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 

Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. 

Penelitian atas nama Bustanul Arifin dengan judul penelitian Peran 

Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana Pendidikan Di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi.11 Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bustanul Arifin membahas terkait bagaimana peran 

masyarakat dalam wadah komite sekolah untuk meningkatkan mutu 

                                                           
10 Windi Retno Bintari, Skripsi:"Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Sekolah Di SD Negeri Megulung Lor Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo"(Yogyakarta: 

UNY, 2018). 
11 Bustanul Arifin, Skripsi:"Peran Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Sarana 

Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ngrayudan Jogorogo Ngawi" (Ponorogo: IAIN 

Ponorogo, 2017) 
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pendidikan di MIN Ngrayudan Jogorogo Ngawi dan bagaimana peran 

masyarakat dalam wadah dewan pendidikan untuk mrningkatkan mutu 

pendidikan. 

Selanjutnya penelitian atas nama Rahmadi Tanjung dengan judul 

Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.12 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmadi Tanjung adalah bagaimana 

peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan, apa 

peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dan apa faktor pendukung dan 

penghambat peranan komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu perbedaannya dengan 

penelitian yang peneliti teliti adalah ketiga kajian terdahulu itu membahas 

peran komite sekolah, peran masyarakat yang diwadahi komite sekolah dan 

peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan 

penelitian yang akan peneliti lakukan adalah membahas tentang peran 

komite sekolah dalam peningkatkan mutu pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pemahaman yang sistematis, urut, dan logis 

maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. Adapun 

sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian yang meliputi bagian 

awal, utama dan akhir, yaitu sebagai berikut:  

Bagian awal meliputi sampul depan, halaman judul skripsi, halaman 

keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata 

kunci, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran.  

Bagian utama skripsi ini memuat pokok- pokok permasalahan yang 

diuraikan dalam bab I sampai bab V yakni sebagai berikut:  

                                                           
12 Rahmadi Tanjung, Skripsi:"Peran Komite Madrasah Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli 

Tengah" (Padangsidimpuan: IAIN Padangsimpuan, 2018) 
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Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

definisi konseptual, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka dan sistematika pembahasan.  

Bab II berisi landasan teori tentang Peran Komite Sekolah Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga yang berisi 

tentang pengertian komite sekolah, tujuan komite sekolah, fungsi komite 

sekolah, peran komite sekolah, keanggotaan dan kepengurusan komite 

sekolah, hubungan sekolah dengan komite, pengertian mutu pendidikan, 

karakteristik mutu pendidikan, standar mutu pendidikan, faktor yang 

mempengaruhi faktor pendidikan.  

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis 

penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

teknik pengumpulan data, uju keabsahan data, teknik analisis data.  

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

meliputi identitas sekolah, sejarah singkat, visi dan misi, keadaan peserta 

didik, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, profile komite sekolah, tujuan 

pembentukan komite sekolah, keanggotaan komite sekolah.  

Bab V adalah penutup, bab ini merupakan akhir dari seluruh 

rangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan yang 

dilihat dari uraian hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran dan daftar 

riwayat hidup. 
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

A. Komite Sekolah 

1. Pengertian Komite Sekolah 

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu 

Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut 

tidak begitu mengalami perbedaan, yang membedakan hanya terletak 

pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan 

mewujudkan mutu pendidikan.  

Menurut Syaiful Sagala, komite sekolah merupakan organisasi 

masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta 

peduli terhadap peningkatan kualitas di daerahnya.13 Nanang Fatah 

memberikan pengertian tentang komite sekolah dalam bukunya, Konsep 

Manajemen Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah, “Komite sekolah 

merupakan suatu badan atau lembaga non politis dan non profit, 

dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokrasi oleh para stake 

holders pendidikan di tingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai 

unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan 

hasil pendidikan”.14  

Lebih lanjut oleh Djam’an Satori dalam bukunya Mulyono, 

mengatakan bahwa “komite sekolah merupakan suatu badan yang 

berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan 

membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan 

sekolah.”15 

  

                                                           
13 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru Dan Tenaga Kependidikan, (Bandung: 

Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 251. 
14 Nanang Fatah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2012), hlm. 149. 
15 Mulyono, Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta; Ar-Ruzz 

Media, 2010), hlm. 258. 
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2. Tujuan Komite Sekolah 

Tujuan dibentuknya komite sekolah sebagai suatu organisasi 

masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di 

madrasah. 

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 

c. Menciptakan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu dalam sekolah.16 

Selain itu, dalam bukunya Engkoswara yang berjudul Adminitrasi 

Pendidikan menjelaskan tujuan komite sekolah, yaitu: 

a. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders 

pendidikan di tingkat sekolah dalam merumuskan dan menetapkan 

berbagai kebijakan pengelolaan sekolah, pengembangan program 

sekolah, monitoring pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, 

dan pertanggung jawaban mutu pendidikan sekolah secara 

demokratis dan transparan. 

b. Mewadahi dan meningkatkan peranserta para stakeholders 

pendidikan di tingkat sekolah dalam memecahkan masalah-masalah 

pendidikan yang dihadapi sekolah, dan membantu pemerintah 

memonitoring pengelolaan pendidikan di sekolah. 

c. Memfasilitasi upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme 

kepala sekolah, guru, dan staf lain yang terlibat dalam proses 

pendidikan anak sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang 

hendak dicapai oleh sekolah. 

d. Menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan sekolah dalam 

upaya meningkatkan proses belajar mengajar, pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas pendukung belajar yang baik, pengadaan dan 

                                                           
16 H.E Mulyasa, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm 128. 



 
 

12 
 

 
 

pemeliharaan fasilitas sekolah yang baik, dan peningkatan kualitas 

staf yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. 

e. Mengembangkan dan menetapkan program kurikulum yang sesuai 

dengan kebutuhan anak dan masyarakat, kebutuhan dan tuntutan 

global, serta berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah. 

f. Memfasilitasi dan mengontrol penerapan sistem manajemen sekolah 

yang transparan dan demokratis dalam pendayagunaan berbagai 

sumber daya yang tersedia sesuai dengan prioritas kebutuhan 

pelaksanaan program sekolah dalam mencapai tujuan yang 

ditetapkan.17 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang 

tujuan dibentuknya komite sekolah ialah sebagai wadah masyarakat 

untuk menyalurkan pendapatnya terhadap setiap kebijakan yang akan 

diambil oleh sekolah. Dengan masyarakat ikut andil dalam setiap 

kebijakan sekolah maka dapat menciptakan rasa tanggungjawab 

masyarakat terhadap sekolah. 

3. Fungsi Komite Sekolah 

Banyak pendapat para ahli yang memberikan pandangan terkait 

fungsi komite sekolah. Fungsi Komite Sekolah  menurut Mulyasa dalam 

buku Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik mengemukakan bahwa 

fungsi dari komite sekolah yaitu: 

a. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan sekolah, serta menentukan 

melaksanakan kebijakan pendidikan. 

b. Mendukung (supporting agency) kerja sama sekolah dengan 

masyarakat, baik secara finansial, pemikiran maupun tenaga dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

                                                           
17 Engkoswara, Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2010), hlm. 298. 
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c. Mengontrol (controlling agency) kerja sama sekolah dengan 

masyarakat dan output pendidikan. 

d. Mediator antara sekolah, pemerintah (eksekutif), dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD/legislatif), dengan masyarakat. 

e. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat 

terhadap penyelenggaraan pendidikanang bermutu. 

f. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan atau 

organisasi, dunia kerja, pemerintah, dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu.  

g. Menyampaikan masukan, pertimbangan, usulan kepada pemerintah 

daerah, yang berhubungan dengan kebijakan dan program 

pendidikan.18 

Lebih lanjut oleh Djam’an Satori yang dikutip oleh Mulyono, 

menjelaskan fungsi komite sekolah sebagai berikut: 

a. Penyusunan perencanaan strategi sekolah, yaitu strategi 

pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang. 

b. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan 

elaborasi dari perencanaan strategi sekolah.  

c. Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai 

kebutuhan, masalah, aspirasi serta ide-ide yang disampaikan oleh 

anggota komite sekolah. 

d. Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang 

menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, 

pengadaan biaya pendidikan bagi pengemban keunggulan kompetitif 

dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi stakeholder sekolah. 

e. Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring (school 

self-assesment) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam 

forum komite sekolah. 

                                                           
18 Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah:Model Pengelolaan Sekolah 

di Era Otonomi Daerah, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2007), hlm. 63. 
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f. Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/ 

institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (quality 

assurance) serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai 

dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (basic 

minimum competency) seperti yang diatur dalam PP No.2 tahun 

2000. 

g. Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh 

penerimaan komite sekolah. 

h. Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk 

kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata tertib 

sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun 

ekstrakulikuler.19 

Dari penjelasan mengenai fungsi komite sekolah dapat disimpulkan 

bahwa dengan adanya komite sekolah menyebabkan lahirnya tanggung 

jawab bersama antara sekolah dan masyarakat dalam membangun 

pendidikan. Sehingga masyarakat dapat menyalurkan berbagai ide dan 

partisipasinya dalam memajukan pendidikan di satuan pendidikan. 

4. Peran Komite Sekolah 

Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara orangtua, 

masyarakat dan pemerintah. Namun sampai saat ini lebih banyak 

bersifat slogan dan masih jauh dari harapan yang sebenarnya. Bisa 

dikatakan tanggungjawab stakeholder masih belum optimal, terutama 

peran serta masyarakat yang sampai saat ini masih dirasakan belum 

banyak diberdayakan. Di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional, pada BAB XV pasal 56 dikemukakan:  

a. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan 

yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program 

                                                           
19  Kompri, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 368 
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pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau 

madrasah. 

b. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan 

dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan 

prasarana serta pengawasan pendidikan tingkat nasional, provinsi 

dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 

c. Komite sekolah atau madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan 

berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan 

pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta 

pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.20 

5. Keanggotaan dan Kepengurusan Komite Sekolah  

a. Keanggotaan komite sekolah  

Keanggotaan komite sekolah sebagaimana dijelaskan H.E. 

Mulyasa dalam bukunya yang berjudul “Manajemen & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah” terdiri atas 3 unsur, yaitu: pertama, 

unsur masyarakat dapat berasal dari: orangtua/wali peserta didik, 

tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, 

organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, dan wakil 

peserta didik. Kedua, unsur komite guru, yayasan/lembaga 

penyelenggara pendidikan, badan pertimbangan desa dapat pula 

dilibatkan sebagai anggota komite sekolah (maksimal 3 orang). 

Ketiga, anggota komite sekolah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 

orang, dan jumlahnya gasal.21 

Dari yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa keanggotaan komite sekolah berasa dari tiga unsur, yaitu 

masyarakat, komite guru, dan anggota komite sekolah. 

                                                           
20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( https 

://kemenag.co.id/file/dokumen/UU2003.pdf.), diakses tanggal 12 Agustus 2022 jam 21.00. 
21 H.E Mulyasa, Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah,(Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), hlm 128. 
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b. Kepengurus komite sekolah  

Kepengurusan komite sekolah sebagaimana dijelaskan 

Bedjo Sujanto dalam bukunya yang berudul “Manajemen 

Pendidikan Berbasis Sekolah”, yaitu: pertama, sruktur 

kepengurusan organisasi sekurang-kurangnya ketua, sekretaris, dan 

bendahara. Kedua; dapat dibentuk bidang atau seksi sesuai 

kebutuhan. Ketiga, pengurus dipilih dari dan oleh anggota secara 

demokratis dan terbuka dalam musyawarah. Keempat, ketua bukan 

dari kepala satuan pendidikan. Kelima, masa kerja ditetapkan dalam 

AD/ART. Keenam: dapat dibantu oleh narasumber.22 

Dari yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, 

bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan yang telah terpilih 

secara musyawarah.  

6. Hubungan Sekolah dengan Komite (Masyarakat)  

Sekolah bukanlah suatu lembaga yang terpisah dari masyarakat 

karena sekolah merupakan lembaga yang bekerja dalam konteks sosial 

yang mengambil siswanya dari masyarakat, sehingga keberadaannya 

tergantung dari dukungan sosial dan finansial masyarakat. Oleh karena 

itu, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan salah satu komponen 

penting dalam keseluruhan penyelenggaraan pendidikan. Adanya 

hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi 

dalam organisasi komite sekolah, diharapkan mampu mengoptimalkan 

peran serta orang tua murid dan masyarakat dalam memajukan program 

pendidikan. 

Menurut Wahyosumidjo dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah 

menjelaskan bahwa tujuan pokok pengembangan hubungan efektif 

                                                           
22 Bedjo Sujanto, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah:Model Pengelolaan Sekolah di 

Era Otonomi Daerah, (Jakarta: CV Sagung Seto, 2007), hlm. 64 
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dengan masyarakat setempat, adalah untuk memungkinkan orang tua 

dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di dalam kegiatan 

pendidikan sekolah.23 

Dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat dapat 

mengoptimalkan peran serta komite, hal ini diperjelas oleh pendapat 

Syaiful Sagala hal tersebut akan mampu mengoptimalkan peran orang 

tua dan masyarakat dalam memajukan program pendidikan dan 

menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan.24 

Adanya komunikasi yang baik diharapkan akan terciptanya 

hubungan yang harmonis antar sekolah dan masyarakat yang diwadahi 

dalam organisasi komite sekolah yang saling bersinergis. Dengan saling 

bersinerginya hubungan sekolah dan masyarakat, maka diharapkan 

masyarakat mampu membantu sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. Peran serta dukungan dari masyarakat 

sangat membantu sekolah dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai oleh sekolah. 

B. Mutu Pendidikan  

Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu masalah nasional 

yang sedang dihadapi dan dapat perhatian sungguh-sungguh dalam sistem 

pendidikan nasional Indonesia dewasa ini. Mutu merupakan salah satu 

tujuan pencapaian bagi organisasi atau lembaga yang bergerak pada bidang 

perdagangan atau jasa, karena mutu bisa menjadi tolok ukur keberhasilan 

bagi organisasi atau lembaga. Namun pada kenyataannya pandangan setiap 

orang terhadap mutu dapat berbeda, hal ini karena mutu yang sifatnya relatif 

bisa berbeda pada setiap pandangan atau pemikiraan seseorang dan dapat 

berubah-ubah.  

                                                           
23 Wahyusumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 334. 
24 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2011), h. 295. 
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Pada pembahasan ini akan diuraikan pengertian mutu pendidikan 

secara terpisah. 

1. Pengertian Mutu Pendidikan  

Pengertian mutu pendidikan dalam skripsi ini akan penulis jelaskan 

masing-masing pengertiannya berdasarkan pendapat para ahli. Berikut 

uraiannya:  

Sallis mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut 

dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan sebagai tolok ukur terbaik 

menurut penyedia barang atau jasa. Sedangkan mutu relatif merupakan 

pengukurukan terhadap barang atau jasa tergantung pada konsumen. 

Penilaian terhadap mutu adalah bagaimana suatu produk atau jasa 

yang memenuhi kriteria atau standar. Menurut Juran yang dikutip oleh 

Jerome S. Arcaro barang atau jasa bisa dikatakan bermutu ketika sudah 

dinilai atau dirasakan oleh yang menggunakannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Goetsch dan Davis dalam bukunya 

Engkoswara, bahwa mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi sebuah harapan.25 

Lebih lanjut oleh Crosby yang dikutip oleh Engkoswara, 

berpendapat bahwa mutu adalah kesesuaian individual terhadap 

persyaratan/tuntutan.26 

Jadi dapat disimpulkan bahwa mutu adalah suatu ukuran untuk 

menyatakan esensi suatu benda atau hal yang berupa standar ideal yang 

ingin dicapai oleh suatu proses. Sedangkan Pendidikan dalam Undang-

Undang Pendidikan No. 20 tahun 2003, bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

                                                           
25 Engkoswara, Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2010), hlm. 304 
26 Engkoswara, Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2010), hlm. 305 
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pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan ang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”27 

Menurut Lengeveld dalam bukunya Alisuf Sabri pendidikan adalah 

semua usaha yang bertujuan untuk membantu anak didiknya agar dapat 

melaksanakan tugas dan kewajiban hidupnya secara mandiri.28 

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh John Dewey dalam 

bukunya Zurinal, menurutnya “pendidikan sebagai suatu rekonstruksi 

atau reorganisasi pengalaman agar lebih bermakna, sehingga 

pengalaman tersebut dapat mengarahkan pengalaman yang didapat 

berikutnya.”29 

Dari beberapa pengertian menurut pandangan dari beberapa para 

ahli, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa pendidikan merupakan 

pemberian bimbingan atau bantuan kepada mereka yang membutuhkan 

dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, menuju 

kesempurnaan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masa kini dan masa 

yang akan datang. Menurut Suryadi mutu pendidikan adalah 

kemampuan lembaga-lembaga pendidikan dan satuan pendidikan dalam 

mengelola dan mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar.30 

Selanjutnya, mutu pendidikan juga dikemukakan oleh Ridwan 

Abdullah Sani dkk di dalam buku Manajemen Pendidikan Berbasis 

Sekolah, bahwa “mutu pendidikan merupakan kesesuaian antara 

kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan 

layanan yang diberikan oleh pengelola pendidikan”.31 

                                                           
27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf) . Diakses tanggal 31 Agustus 2022 pukul 11: 56. 
28 H.M Alisuf Sabri, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.I, 

hlm. 8. 
29 Zurinal dan Wahdi Sayuti, Ilmu Pendidikan: Pengantar dan Dasar-dasar Pelaksanaan 

Pendidikan, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), Cet.1, hlm. 2. 
30 Sam M. Chan & Pro. Emzir, Isu-isu Kritis Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4. 
31 Ridwan Abdullah Sani dkk, Penjaminan Mutu Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

hlm. 6. 

https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU2003.pdf
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Dari pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

mutu pendidikan merupakan suatu konsep yang bisa berkembang 

seirama dengan tuntunan kebutuhan hasil pendidikan, yang berkaitan 

dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang melekat pada wujud 

pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sehingga, mutu 

pendidikan tidak terlepas dari seperangkat pelaksana pendidikan, karena 

perangkat pelaksana pendidikan memiliki lingkup kegiatan yang 

langsung berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. 

2. Karakteristik Mutu Pendidikan  

Menurut Sri Minarti dalam bukunya Manajemen Sekolah, ada 

beberapa karakteristik mutu pendidikan, yakni sebagai berikut:  

a. Tidak Berwujud (Intangibility), seperti produk fisik, yang 

menyebabkan pengguna jasa pendidikan tidak dapat melihat, 

mencium, meraba, mendengar, dan merasakan hasilnya sebelum 

mereka mngonsumsinya (menjadi subsistem lembaga pendidikan). 

b. Tidak Terpisahkan (Inseparravbility), jasa pendidikan tidak dapat 

terpisahkan dari sumbernya, yaitu lembaga pendidikan yang 

menyediakan jasa tersebut. 

c. Bervariasi (Variability), jasa pendidikan yang diberikan sering 

berubah-ubah. Hal ini akan sangat tergantung kepada siapa yang 

menyajikannya, kapan, serta di mana disajikannya jasa pendidikan 

tersebut.  

d. Mudah Musnah (Perihability), jasa pendidikan tidak dapat disimpan 

dalam jangka waktu tertentu atau jasa pendidikan tersebut mudah 

musnah sehingga tidak dapat dijual pada waktu mendatang.32 

Selanjutnya menurut Gronroos dalam bukunya Engkoswara, 

karakteristik mutu pendidikan meliputi enam unsur yaittu:  

a. Professionalism and skills, kriteria utama pada jasa yang bermutu. 

Para pelanggan percaa bahwa SDM penyedia jasa memiliki syarat 

                                                           
32. Sri Miniarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 330-332. 
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profesionalisme dan keahllian yang mempuni sekaligus dapat 

menghasilkan produk yang bermutu. 

b. Attitude and behavior, sikap dan perilaku yang ditunjukan personil 

penyedia jasa dalam melayani atau melaksanakan proses sangat 

emphatik dan siap membantu pelanggan. 

c. Accessibility and flexibility, proses dirancang secara fleksibel untuk 

memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam melakukan akses. 

d. Reliability and trustworthiness, reputasi baik dan selalu menjaga 

kepercayaan pelanggan membuat para pelanggan percaya dan yakin 

dengan apa yang diberikan peneyedia jasa adalah suatu pelayanan 

yang bermutu.  

e. Recovery, saat terjadi kesalahan atau kekeliruan, pelanggan tidak 

terlalu cemas dan khawatir karena mereka percaya penedia jasa 

dapat membantu memecahkan masalahnya. 

f. Reputation and credibility, image yang dibuat penyedia jasa adalah 

menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.33 

Lebih lanjut, menurut M.N Nasution, karakteristik mutu pendidikan 

yaitu: 

a. Kinerja/performa (performance), berkaitan dengan aspek fungsional 

dari produk dan merupakan karakteristik utama yang 

dipertimbangkan konsumen ketika ingin membeli suatu produk, 

yaitu karakteristik pokok dari produk inti. 

b. Features, merupakan aspek kedua performa yang menambah fungsi 

dasar, berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, yaitu 

ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau karakteristik 

pelengkap/tambahan. 

c. Keandalan (reliability), berkaitan dengan kemungkinan suatu 

produk berfungsi secara berjasil dalam periode waktu tertentu di 

bawah kondisi tertentu. 

                                                           
33 Engkoswara, Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 

2010), hlm. 305. 
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d. Konformitas (conformance), berkaitan dengan tingkat kesesuaian 

produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan keinginan pelanggan. 

e. Daya tahan (durability), berkaitan dengan berapa lama produk 

tersebut dapat terus digunakan. 

f. Kemampuan pelayanan (serviceability), merupakan karakteristik 

yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, 

kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika (aesthetics), merupakan karakteristik mengenai keindahan 

yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan 

pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. h. 

Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), karakteristik yang 

berkaitan dengan reputasi (brand name, image).34 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya 

karakteristik mutu pendidikan berorientasi pada kebutuhan pelanggan 

pada saat ini dan dimasa yang akan mendatang. Agar dapat 

mewujudkan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan, harus dengan 

keterlibatan dan kemampuan yang dimiliki oleh pimpinan dan 

kerjasama dengan sumber daya manusia yang mempuni agar 

terciptanya pelayanan yang maksimal kepada pelanggan pendidikan. 

3. Standar Mutu Pendidikan  

Menurut IIEP-UNESCO, Understanding and Assesing Quality yang 

dikutip oleh Ridwan dkk dalam bukunya Penjaminan Mutu Sekolah, 

bahwa pendekatan yang digunakan dalam menetapkan standar mutu, 

diantaranya: (a) berbasis standar (standard-based), yakni lembaga harus 

menampilkan mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya; (b) kecocokan dengan tujuan (fitness for purpose), yakni 

mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga berdasarkan prosedur yang 

dapat mendukung untuk pencapaian tujuan tertentu; (c) standar minimal, 

                                                           
34 Sri Miniarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm.334-335. 
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yakni lembaga menentukan spesifikasi minimal yang harus dicapai; (d) 

standar optimal, yakni lembaga menggunakan ukuran-ukuran terbaik 

yang harus dicapai.35 

Didalam PP 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di 

Indonesia menggunakan delapan standar yang dijadikan sebagai acuan 

dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Delapan 

standar tersebut, ialah: 

a. Standar isi. Mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi unuk 

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, bahan 

belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender 

pendidikan/akademik. 

b. Standar proses. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang, memotivasi, pederta didik untuk berpasrtisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik 

serta psikologis peserta didik. 

c. Standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan 

digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan 

peserta didik dari satuan pendidikan. 

d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

e. Standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralaan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, 

serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

                                                           
35 Ridwan Abdullah Sani dkk, Penjaminan Mutu Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 

hlm. 10. 
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pembelajaran yang teratur dan erkelanjutan. Setiap satuan 

pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang 

kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruangg pendidik, ruang 

tata usaha, ruag perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel 

kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat 

berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang 

proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

f. Standar pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis 

sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. 

g. Standar pembiayaan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya 

investasi, biaya operasional, dan biaya personal. 

h. Standar penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar 

oleh pendidik; 2) penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan 

3) penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pendidikan pada jenjang 

pendidikan tinggi terdiri atas: 1) penilaian hasil belajar oleh 

pendidik; dan 2) oenilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan 

tinggi.36 

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa standar mutu 

pendidikan merupakan suatu yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang harus diterapkan dan dilaksanakan 

guna terciptanya mutu pendidikan yang berkualitas. Sehingga nantinya 

akan berdampak langsung pada kepuasaan pelanggan pendidikan baik 

internal maupun eksternal yang tidak terlepas dari delapan standar 

nasional pendidikan. 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan  

                                                           
36 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 

hlm.280- 282. 
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Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan 

peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan mutu 

manajemen sekolah. Namun demikian berbagai indikator mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sedangkan 

sekolah, terutama di kota-kota, menunjukan peningkatan mutu 

pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar 

lainnya masih memperihatinkan. 

Keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi 

agenda utama semua birokrasi pendidikan, semua komponen yang ada 

di sekolah, semua orang tua dan wali murid, serta pihak-pihak lainnya 

yang memiliki jaringan langsung atau tidak terhadap dunia pendidikan. 

Mutu pendidikan sangat ditentukan oleh banyak pihak, apakah 

pemerintah, masyarakat, sekolah, orangtua dan siswa itu sendiri.  

Sedikitnya ada empat faktor yang menyebabkan mutu pendidikan 

tidak mengalami peningkatan secara merata. Berikut pembahasan 

menurut Maslikhah: Pertama, fungsi dan tujuan pendidikan kurang 

melekat pada pelaksana dan pelaksanaan pendidikan. Kedua, prinsip 

penyelenggaraan pendidikan yang demokratis, berkeadilan dan tidak 

diskriminatif yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

kegamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa tidak dijadikan 

sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi. Ketiga, pendidikan yang 

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 

layanan bersifat hanya lips service. Keempat, evaluasi pendidikan dalam 

rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepad public seringkali 

dibelokkan dengan kepentingan tertentu.37 

                                                           
37 Maslikhah, Quo Vadis, Pendidikan Multikultur; Rekonstruksi Sistem Pendidikan 

Berbasis Kebangsaan, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2007),hlm. 88-89. 
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Menurut Isjoni, pembangunan pendidikan hendaknya diarahkan 

kepada beberapa faktor yang merupakan kebutuhan mendasar, 

diantaranya yaitu: 

a. Pertama, sarana dan prasarana pendidikan, meliputi pembangunan 

ruang belajar, renovasi dan rehabilitasi ruang belajar beserta 

perangkat pendukungnya, ruang laboratorium, perpustakaan, 

komputer, pusat sumber belajar, dan termasuk rumah guru, kepala 

sekolah, penjaga sekolah, WC guru dan murid. 

b. Kedua, sarana dan prasarana pembelajaran, berkaitan dengan 

pengadaan alat dan media pembelajaran, untuk bidang IPA, IPS, 

Bahasa, dan bidang lainnya. Selanjutnya seperangkat alat praktek 

laboratorium (IPA, Matematika, IPS, Bahasa), buku-buku pegangan 

guru dan siswa di semua jenjang dan jenis pendidikan, serta buku-

buku untuk perpustakaan. 

c. Ketiga, Pembangunan sumber daya manusia. 

d. Keempat, Pembangunan sektor Pendidikan Luar Sekolah. 

e. Kelima, pembangunan life skill, mulai dari tingkat SD, SMP, dan 

SMA.38 

Sedangkan dalam bukunya Sri Minarti yang berjudul Manajemen 

Sekolah, untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

a. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (school based 

management), yaitu sekolah diberikan kewenangan untuk 

merencanakan sendiri upaya peningkatan mutu secara keseluruhan. 

b. Pendidikan yang berbasiskan pada partisipasi (community based 

education) ketika terjadi interaksi yang posisif antara sekolah dan 

masyarakat, sekolah sebagai community learning center. 

                                                           
38 Isjoni, Pendidikan sebagai Investasi Masa Depan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2006), hlm. 23. 
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c. Dengan menggunakan paradigma belajar atau learning paradigm 

yang akan menjadikan pelajar-pelajar atau learner menjadi manusia 

yang diberdayakan.39 

Lebih lanjut, dalam bukunya Mujamil Qomar menjelaskan bahwa 

faktor yang memberikan kontribusi terhadap mutu, yaitu: 

a. Siswa, terutama yang menyangkut kesiapan dan motivasi belajarnya. 

b. Guru, terutama menyangkut kemampuan profesional, moral kerja 

(kemampuan personal), dan kerja samanya (kemampuan sosial). 

c. Kurikulum, terutama yang menyangkut relevansi isi dan 

operasionalisasi proses pembelajarannya. 

d. Dana, sarana, dan prasarana, terutama menyangkut kecukupan dan 

efektivitas dalam mendukung proses pembelajaran. 

e. Masyarakat (orangtua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) 

terutama menyangkut partisipasi mereka dalam pengembangan 

program-program pendidikan di sekolah.40 

Dari semua pendapat para ahli yang telah dipaparkan di atas dapat 

penulis simpulkan bahwa peningkatan mutu pendidikan menitik 

beratkan pada pengembangan komponen-komponen yang ada di dalam 

satuan pendidikan dan pembangunan mutu secara keseluruhan mulai 

dari pemerintah, sekolah dan masyarakat atau stakeholder pendidikan, 

agar dalam proses peningkatan mutu pendidikan dapat mencapai tujuan 

yang telah direncanakan baik dari aparatur pemerintah maupun satuan 

pendidikan itu sendiri. Faktor penentu atas keberhasilan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan juga ditentukan atas kelengkapan 

sarana dan prasarana pembelajaran, bagaimana guru akan mengajar 

lebih efektif, dan hasil belajar peserta didiknya baik, kalau sarana 

pembelajaran dalam kelas tidak tersedia. Ini jelas akan menjadi 

kebijakan pemerintah, karena itu tugas pemerintah untuk menyediakan 

                                                           
39 Sri Miniarti, Manajemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 348. 
40 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga 

Pendidikan Jslam, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 205. 
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sarana pembelajaran di kelas yang diperlukan oleh guru. Seperangkat 

pembelajaran tersebut sangat menentukan dalam mewujudkan mutu 

pendidikan.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata 

tertulis atau lisan dari orang- orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari 

latar belakang individu secara utuh (holistic) tanpa mengisolasikan individu 

dan oragnisasinya dalam variabel tetapi memandangnya sebagai bagian dari 

suatu keutuhan.41 Penelitian kualitatif sering pula disebut metode 

etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik. 

 Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam dan menjabarkannya, suatu data yang mengandung makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu 

nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna yang 

menjadi instrumennya adalah penelitian itu sendiri.42 Secara umum, 

penelitian ini didasarkan pada prinsip- prinsip deskriptif analitik/ analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif dipahami sebagai suatu bentuk analisis yang 

ditujukan kepada pemecahan masalah yang terjadi pada masa sekarang. 

Dikatakan analitik karena pada penelitian ini intinya adalah menganalisa 

peranan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan, faktor- faktor yang 

mendorong dan faktor- faktor yang menghambat pernana komite dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tersebut.43 

 Penelitian ini adalah menganalisa peran komite dalam peningkatan 

mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga. Oleh karena itu metode yang 

dianggap cocok adalah pendekatan kualitatif melalui metode kualitatif ini 

                                                           
41 Loexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualiatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2000),hlm. 3 
42 Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015),hlm. 38 
43 Sugiono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2015),hlm. 38 
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diharapkan mampu memperoleh gambaran tentang bagaimana peranan 

komite dalam peningkatan mutu pendidikan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di MI Negeri 1 Purbalingga yang berada di 

Desa Krangean, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga, Provinsi 

Jawa Tengah. Adapun terkait dengan waktu penelitian yang dilakukan yaitu 

mulai dengan melakukan observasi pendahuluan pada 25 November 2021, 

kemudian peneliti melakukan riset individual pada bulan Juli sampai bulan 

September 2022. 

 Peneliti memilih penelitian di MI N 1 Purbalingga karena Saat ini MI 

Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu Madrasah Ibtidaiyah unggulan 

di Purbalingga yang dianggap menjadi rujukan dan pilihan masyarakat 

karena kualitas pendidikannya yang tidak diragukan lagi. Hal tersebut dapat 

dilihat dari status sekolah yang memiliki Akreditasi A serta prestasi 

akademik dan non akademik yang diraih oleh siswa dan sekolah sehingga 

membuat sekolah tersebut baik dan menjadi sorotan masyarakat. Namun 

dilain hal, komite sekolah masih belum maksimal dalam menjalankan 

perannya sesuai dengan seharusnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, 

komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan tidak ikut serta dalam 

memberikan masukan pada kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria 

tenaga pendidik. Sebagai pendukung, komite sekolah sudah menjalankan 

perannya dengan baik. Sebagai pengontrol, komite sekolah hanya 

mengawasi program sekolah serta pendanaan yang dipakainya. Serta 

sebagai mediator, komite sekolah hanya sebagai penyalur informasi ke 

orang tua siswa terkait program dan kegiatan di sekolah. 

C. Subyek dan Obyek Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian kualitatif adalah narasumber yang dapat 

memberikan informasi yang sesuai keinginan peneliti tentang masalah 

yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan informasi secara tepat dan 

akurat, peneliti mengambil beberapa subjek penelitian yang meliputi: 
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a. Ketua komite 

b. Kepala sekolah 

c. Guru 

d. Wali murid 

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi tujuan penelitian. 

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah peran komite 

sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting 

dalam penelitian untuk mengumpulkan beberapa data yang akan 

dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 

diantaranya : 

1. Wawancara 

Penulis mewawancarai secara langsung pihak-pihak yang terkait 

guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan program kerja 

komite sekolah, tanggung jawab komite sekolah, peran komite sekolah, 

tantangan yang dihadapi komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. 

Yang akan diwawancarai adalah ketua komite sekolah, kepala sekolah, 

guru dan wali murid. 

2. Observasi  

Teknik observasi di mana peneliti mengumpulkan data dengan 

mencatat sesuai situasi dan kondisi selama penelitian.44 Dari segi proses 

pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi participant observation 

dan non participant observation. Sedangkan dari segi instrument 

dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Secara 

rinci sebagai berikut:  

                                                           
44 Gulo W, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 

79. 
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a. Observasi Berperanserta (Participant Observation) Dimana 

dalam observasi ini penelitin terlibat dalam kegiatan sehari- hari 

orang yang menjadi sumber data penelitian. 

b. Observasi Non Partisipan Dalam observasi ini, peneliti tidak 

andil dalam kegiatan tetapi hanya sebagai pengamat kegiatan. 

c. Observasi Terstruktur Observasi ini telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana 

lokasi penelitian. 

d. Observasi Tidak Terstruktur Jenis obervasi ini adalah observasi 

yang dimana belum dirancang secara sistematis, karena peneliti 

belum tahu pasti hal apa yang akan diamati.45 

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, dimana 

observer tidak andil dalam kegiatan, hanya berperan mengamati 

kegiatan. Startegi dilakukan oleh penulis bermaksud memperoleh 

data dan keterangan visual yang mengidentifikasi dengan kondisi, 

struktur organisasi. Observasi ini dapat mengumpulkan informasi 

secara cermat, lengkap dan benar serta bermanfaat untuk pelengkap 

informasi yang belum diperoleh. Yang diperhatikan adalah seluruh 

aspek mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan di MI N 1 Purbalingga. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk melengkapi 

penelitian, dapat berupa karya, tulisan, film maupun gambar.46 Teknik 

dokumentasi digunakan untuk meningkatkan informasi penelitian. 

Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan informasi berupa foto-

foto kegiatan rapat antara pihak komite sekolah dengan pihik sekolah. 

 Secara rincinya teknik ini dipakai untuk memperoleh data tentang: 

a. Profil MI N 1 Purbalingga. 

                                                           
45 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2021), hlm. 203- 205. 
46 Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif”, Jurnal 

Wacana, Vol. XIII No. 2 (Juni 2014), hlm. 181 
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b. Visi Misi MI N 1 Purbalingga. 

c. Struktur Organisasi komite sekolah dan struktur organisasi MI N 

1 Purbalingga. 

d. Keadaan sarana dan prasarana yang menunjang pembelajaran di 

MI N 1 Purbalingga. 

E. Uji Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data atau triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan 

dana dan sumber data yang ada. Triangulasi menggunakan tiga macam cara 

dalam pengecekan data yaitu sumber, teknik dan waktu. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti mendapatkan informasi dari berbagai 

sumber dengan teknik yang sama. Data atau sumber di dapat dari empat 

sumber yakni ketua komite sekolah, kepala sekolah, guru dan wali 

murid MI Negeri 1 Purbalingga. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi ini menguji sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Dalam hal ini peneliti dalam pengambilan data dilakukan 

dengan tiga macam teknik pengumpulan data yakni wawancara, 

observasi dan dokumentasi di MI Negeri 1 Purbalingga. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu menguji kredibilitas dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda.47 Peneliti menggunakan triangulasi waktu 

guna menguji kredibilitas data dengan melakukan wawancara, observasi 

dan dokumentasi dalam waktu dan hari yang berbeda. 

Tiga triangulasi dalam penelitian dilakukan dengan mencocokan 

hasil temuan lapangan yang didapat dari observasi dengan hasil 

wawancara kepada ketua komite, kepala sekolah, guru dan wali murid 

                                                           
47 Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif '', Jurnal Alhadharah, Vol. 17, No. 33 (Januari-

Juni 2018),hlm. 84. 
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MI Negeri 1 Purbalingga dan didukung dokumentasi sehingga 

ditemukan hasil dari observasi guna sebagai bahan penulisan skripsi.  

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Pendekatan kualitatif untuk mendapatkan deskripsi keadaan 

terbaru. Menurut Noeng Muhadjir sebagaimana dikutip Ahmad Rijali 

bahwa analisis data sebuah upaya mencari dan menata catatan hasil 

observasi, wawancara, dan lainnya untuk menambah pemahaman peneliti 

mengenai masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi 

orang lain. Sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut analisis perlu 

dilanjutkan dengan mencari makna.48 

 Penelitian menggunakan analisis data dengan model Milles & 

Huberman yang mencangkup tiga analisis yaitu: 

1. Reduksi Data  

  Merupakan tahap dalam pengumpulan semua data yang diperlukan 

dari hasil observasi dan uji coba yang kemudian dikelompokkan datanya.  

2. Display Data 

 Display data merupakan keterbukaan data yang diperlukan dalam 

penelitian. Display data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, 

bagan, flowcart dan lain-lain. Untuk penelitian kualitatif yang sering 

digunakan adalah teks naratif. 

3. Verifikasi atau kesimpulan 

Merupakan tahap penjelasan data penelitian untuk ditarik sebuah 

kesimpulan bersandarkan fakta yang diperoleh dari hasil observasi 

lapangan.49 

  

                                                           
48 Sugiono, Metode Penelitian kualitatif…, hlm. 315 

49 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011),hlm. 84. 
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BAB IV  

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU 

PENDIDIKAN DI MI NEGERI 1 PURBALINGGA 

A. Gambaran Umum MI Negeri 1 Purbalingga 

1. Identitas Sekolah 

a. Nama Madrasah : MI Negeri 1 Purbalingga 

b. Alamat   :Jalan Raya Krangean RT 01/I Krangean 

Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga 53358 

c. NPSN    : 60710624 

d. No Statistik Madrasah : 111133030001 

e. Akreditasi  : A 

f. Status Madrasah : Negeri50 

 Berdasarkan dari keterangan identitas sekolah diatas bahwa MI 

Negeri 1 Purbalingga mweupakan Madrasah Aliyah yang berstatus 

negeri, yang memiliki Akreditasi A. 

2. Sejarah singkat MI Negeri 1 Purbalingga  

 MI Negeri 1 Purbalingga merupakan salah satu lembaga pendidikan 

dasar yang berciri khas Islam. Dahulu sekolah ini dinamakan Madrasah 

Diniyah atau Sekolah Arab yang berdiri pada tahun 1947, tokoh 

pendirinya adalah Bapak Djamaludin, seorang alumnus Pondok 

Pesantren Jampes Jawa Timur, yang pada saat itu menjabat sebagai 

Kepala Desa Krangean. Diawali  dengan adanya keinginan masyarakat 

untuk melestarikan dan mengembangkan pendidikan khususnya dalam 

bidang agama Islam, maka pada  tahun 1957 Madrasah Diniyah 

Krangean diubah menjadi Madrasah Wajib Belajar (MWB).  

 Perubahan ini merupakan kesepakatan antara pengurus madrasah 

dengan para tokoh masyarakat(pemuka agama) yang menginginkan  

                                                           
50 Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022. 
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adanya lembaga pendidikan dasar yang berciri khas Islam di Desa 

Krangean. 

 Madrasah  Diniyah Krangean pada waktu itu menempati gedung 

Sekolah Rakyat II Picung. Animo masyarakat yang begitu kuat 

menyebabkan jumlah murid  melebihihi jumlah kapasitas ruangan, 

sehingga para pengajar mengambil  keputusan untuk memisahkan 

murid yang dianggap sudah memahami huruf hijaiyah di kediaman 

Bapak Atmorejo, warga desa setempat. Adapun tenaga pengajarnya 

diambil dari tokoh agama dan pemuda setempat yang memiliki 

pengetahuan  ilmu agama terutama para alumnus pondok pesantren. 

Pada tahun 1948 terjadilah pemberontakan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang menamakan dirinya “barisan bengseng”, 

mereka merusak dan membakar rumah-rumah penduduk termasuk 

rumah kepala desa Batur dan Krangean. Gedung Sekolah Rakyat II 

Picung yang ditumpangi Madrasah Diniyah pun ikut menjadi korban 

pembakaran tersebut. Sehingga Madrasah Diniyah dipindah ke rumah 

Bapak Madhalil dan sebagian ditempatkan di Masjid Jami’ Picung. 

 Berkat usaha gigih Bapak Djamaludin dan para pengurus dalam 

memajukan pendidikan Islam, maka pada tahun 1950 dibangunlah 

gedung Madrasah Diniyah baru di atas tanah wakaf Ny. Djamaludin 

yang sekarang lokasinya dibangun Gedung I MI Negeri 1Purbalingga. 

Tahap berikutnya pada tahun 1957 Madrasah Diniyah Krangean 

mengalami perubahan dan mulai diakui oleh jajaran Departemen 

Agama dan diganti namanya menjadi Madrasah Wajib Belajar 

Nahdlatul ‘Ulama (MWBNU). Langkah demi langkah kemajuan dan 

perkembangan dapat dicapai oleh MWBNU, itu dapat dilihat dengan 

usaha pengurus untuk menambah fasilitas gedung agar dapat 

menampung murid kelas I sampai dengan kelas VI.51 

 

                                                           
51 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022. 



 
 

38 
 

 
 

3. Visi dan Misi MI Negeri 1 Purbalingga 

a. Visi 

 Terwujudnya peserta didik yang religius, disiplin, berilmu, peduli 

lingkungan, dan unggul. 

b. Misi  

a) Mewujudkan pembentukan karakter islami pada peserta didik 

yang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan 

sehari-hari; 

b) Menyelenggarakan pembelajaran dan pembiasaan disiplin di 

lingkungan madrasah pada semua kegiatan; 

c) Menyelenggarakan pendidikan yang profesional, yang selalu 

berorientasi pada peserta didik yang menguasai ilmu dan agama; 

d) Menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan siswa yang mempunyai rasa peduli terhadap 

lingkungan; 

e) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan 

menggunakan metode-metode pembelajaran yang tepat dan dapat 

merangsang peserta didik aktif serta kreatif; 

f) Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga pendidik 

sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan; 

g) Mewujudkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, 

menyenangkan, dan islami dalam mencapai prestasi dan berdaya 

saing peserta didik; 

h) Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

Visi dan misi dari MI Negeri 1 Purbalingga. 

4. Tujuan MI Negeri 1 Purbalingga 

 Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar yang 

mengacu pada tujuan umum pendidikan dasar yaitu meletakan dasar 

kecerdasan , pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 
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lanjut. Sedangkan secara khusus sesuai dengan Visi dan Misi 

Madrasah, MI Negeri 1 Purbalingga mempunyai tujuan sebagai 

berikut : 

a. Terwujudnya peserta didik yang berkepribadian Islami baik di 

lingkungan madrasah maupun di luar madrasah 

b. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal asmaul husna c. 

Pada akhir tahun pelajaran peserta didik kelas 6 hafal juz 30 

c. Peserta  didik  dapat  membaca  Al  Qur’an  dengan  baik  dan 

benar 

d. Seluruh peserta didik sadar untuk menjalankan sholat wajib lima 

waktu 

e. Terwujudnya peserta didik yang memiliki sikap disiplin yang 

tinggi dalam kehidupannya. 

5. Keadaan peserta didik di MI Negeri 1 Purbalingga 

a. Jumlah peserta didik 

RINCIAN JUMLAH SISWA52   

TAHUN PELAJARAN 2022 / 2023  
      

No Kelas 
Jenis Kelamin Jumlah 

per-

Rombel 

Jumlah 

per-Kelas L P 

1 I-A 14 14 28   

2 I-B 14 14 28 56 

3 I-C 15 13 28 56 

4 I-D 13 15 28 112 

5 II-A 13 14 27   

6 II-B 14 14 28 53 

7 II-C 14 14 28 58 

8 II-D 12 16 28 111 

9 III-A 14 14 28   

10 III-B 13 15 28 60 

11 III-C 16 12 28 52 

12 III-D 17 11 28 112 

13 IV-A 12 14 26   

14 IV-B 15 12 27 54 

                                                           
52 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022. 
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NO KELAS 

 

Laki 

laki 

Perempuan 
Jumlah per 

rombel 

Jumlah 

perkelas 

15 IV-C 15 12 27 52 

16 IV-D 12 14 26 106 

17 V-A 14 12 26   

18 V-B 15 13 28 58 

19 V-C 15 12 27 50 

20 V-D 14 13 27 108 

21 VI-A 14 12 26   

22 VI-B 14 14 28 56 

23 VI-C 14 12 26 50 

24 VI-D 14 12 26 106 

Jumlah 337 318 655 

6. Tenaga Pendidik di MI Negeri 1 Purbalingga 

 Ditinjau dari sumber manusia (SDM) yang mumpuni dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ajaran 

2021/2022 MI Negeri 1 Purbalingga memiliki tenaga pengajar 

sebanyak 29. Pendidik memiliki kualifikasi S1 dan S2 dan mata 

pelajaran yang diampu sesuai dengan bidang kualifikasinya masing-

masing. Terdapat 26 Guru PNS dan 3 guru Honorer.53 

7. Sarana dan Prasarana MI Negeri 1 Purbalingga 

 Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki MIN 1 

Purbalingga berdasarkan hasil penelusuran dokumentasi yang 

penulis peroleh adalah sebagai berikut : 

1) Tanah dan Bangunan 

a. Luas tanah yang dimiliki  : 2.827 m² 

b. Luas tanah yang bersertifikat : 2.827 m² 

c. Luas bangunan   : 1.393 m² 

  

                                                           
53 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022. 
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2) Ruang dan Gedung 

  KEADAAN PRASARANA GEDUNG MIN 1 PURBALINGGA54 

No. Jenis Jumlah 

1. Ruang kelas 24 ruang 

2. Ruang kepala madrasah 1 ruang 

3. Ruang guru 1 ruang 

4. Ruang tamu 1 ruang 

5. Ruang perspustakaan 1 ruang 

6. Ruang UKS 2 ruang 

7. Mushola guru 1 ruang 

   

8. Kamar mandi/toilet guru 4 ruang 

9. Kamar mandi/toilet siswa 15 ruang 

10. Gudang 1 ruang 

11. Dapur 1 ruang 

  

  

                                                           
54 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022 
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3) Meubelair 

 KEADAAN PRASARANA MEUBELAIR MIN 1 

PURBALINGGA55 

No. Jenis Jumlah 

1. Meja/kursi kepala 1 set 

2. 
Meja/kursi guru dan 

karyawan (ruang guru) 
36 set 

3. Meja/kursi guru (kelas) 24 set 

4. Meja siswa 543 buah 

5. Kursi siswa 771 buah 

6. Kursi tamu 2 set 

7. Lemari arsip/kelas 20 buah 

8. Papan tulis 24 buah 

9. Papan Mading 2 buah 

10. Papan Pengumuman 2 buah 

11. Meja/kursi UKS 21 set 

12. Lemari UKS 2 buah 

13. Ranjang UKS 4 buah 

14. Meja sirkulasi perpustakaan 1 set 

15. Meja/kursi baca 20 set 

16. Rak buku 12 Buah 

 

  

                                                           
55 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022 
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4) Peralatan dan Iventaris Kantor  

KEADAAN PRASARANA PERALATAN 

DAN IVENTARIS KANTOR MIN 1 PURBALINGGA56 

No. Jenis Jumlah 

1. Telepon 3 buah 

2. Komputer  1 buah 

3. Laptop 30 buah 

4. Televisi 4 buah 

5. LCD Proyektor 12 buah 

6. DVD Player 1 buah 

7. Megaphone 1 buah 

8. Audio kelas 25 set 

9. Sound system 2 set 

10. Mesin stensil 1 buah 

11. Peralatan olahraga 13 set 

12. Peralatan drumband 1 set 

13. Peralatan hadroh 1 set 

14. Peralatan kesenian 2 set 

15. Peralatan UKS 3 set 

16. Papan majalah dinding 13 buah 

17. Papan monografi 9 buah 

18. Alat peraga IPA 53 buah/set 

19. Alat peraga IPS 48 buah/set 

20. Alat peraga Matematika 27 buah/set 

21. 
Alat peraga Bahasa 

Indonesia 
7 buah 

22. Alat peraga PAI 14 buah/set 

 

                                                           
56 Dokumentasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022 
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B. Penyajian Data Terkait Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga 

1. Profil Komite Sekolah 

 Komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga yang terdiri 

dari beberapa orang anggota yang dipilih secara musyawarah yang 

dibentuk antara pihak sekolah dengan masyarakat khususnya orang tua 

siswa. Terbentuknya komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga tidak 

lepas dari Keputusan Dirjen Pendis Nomor 2913 Tahun 2015. Selain 

itu, pihak sekolah merasa perlu dibentuknya komite sekolah agar orang 

tua siswa dapat diajak kerja sama serta berkontribusi secara langsung 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pembentukan 

komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga dilakukan secara 

musyawarah dimana diadakannya rapat untuk membahas pembentukan 

komite sekolah. Namun pada saat ini merupakan kepengurusan baru 

karena sebelumya terjadi pergantian ketua komite dan kemudian 

struktur kepengurusan komite dirubah secara keseluruhan. Hal ini 

diperjelas oleh Bapak Arif Mutaqin. 

“Pihak sekolah melakukan pergantian komite sekolah dari 

ketuanya sampai anggotanya, dikarenakan ketua komite sebelumnya 

merupakan kyai dan beliau sudah terlalu sepuh untuk bisa 

melanjutkan perannya sebagai ketua komite, kemudian beliau 

digantikan dengan Bapak Rois Mahfud S.E. Beliau merupakan 

alumni dari MI Negeri 1 Purbalingga yang diharapkan bisa 

memajukan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga”.57 

2. Tujuan pembentukan komite 

 Tujuan pembentukan komite sekolah dilakukan untuk memajukan 

siswa baik dalam bidang akademik maupun akademiknya. Hal ini 

diperjelas oleh Bapak Rois Mahfud S.E  

“Tujuan utama dibentuknya komite sekolah ialah untuk 

memajukan siswa baik dalam bidang akademik maupun non 

akademiknya dan membantu program-program yang ada di sekolah. 

Program yang ada di sekolah diajukan ke komite, lalu komite 

                                                           
57 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga 

pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga 
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mengoreksi terlebih dahulu program yang diajukan tersebut apakah 

baik dan bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan 

di sekolah ini.”58 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Sekolah berharap dengan adanya komite sekolah, maka komite 

sekolah dapat membantu program-program yang ada di sekolah, 

khususnya dalam hal pendanaan yang tidak bisa didanai dengan dana 

BOS. 

3. Keanggotaan komite sekolah 

a. Ketua l  : Rois Mahfud, S. E 

b. Ketua II  : Dasuki, S. H 

c. Sekretaris  : Khamali, S. Ag. 

d. Bendahara : Amrulloh 

e. Anggota  :  

1) Bidang Pembangunan  : Teguh Arifianto, ST.MTdan 

H. Mukmin.  

2)  Bidang Humas   : Agung Sunarko dan 

Khulafaur Rosyidin 

3) Bidang KewiraUsahaan :   Soimun dan Fadil, SH 

4) Bidang Kesiswaan  :   Suwito dan Ustad Eva 

                                                           
58 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 

wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E, selaku Ketua Komite MI 

Negeri 1 Purbalingga 
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Kepengurusan komite sekolah yang ada di MI Negeri 1 

Purbalingga terdiri dari orang tua siswa dan juga tokoh masyarakat. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah:  

“Dalam kepengurusan kami hanya terdiri dari kalangan 

orang tua siswa dan tokoh masyarakat. Kepengurusan kami 

berjumlah 8 orang, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, 

dan anggota.”59  

 Penjelasan mengenai strukur komite sekolah dan tugasnya:  

a. Ketua komite sekolah memiliki tugas mengkoordinir seluruh 

anggotanya untuk berperan aktif dalam menjalankan 

programprogramnya serta membantu program sekolah. 

b. Sektretaris memiliki tugas yang berkaitan dengan adminisrasi 

komite. 

c. Bendahara memilki tugas yang berkaitan dengan keuangan 

komite dalam menjalankan program komite maupun program 

program sekolah. 

d. Anggota memiliki tugas untuk saling membantu satu sama lain 

tugas-tugas yang ada baik dari ketua, sekretaris maupun 

bendahara. 

Dalam menjalankan tugasnya seperti yang dituturkan oleh 

ketua komite sekolah, mereka menjalankannya secara bersama-sama 

dan saling membantu satu sama lain. Komite sekolah tidak selalu ada 

di sekolah seperti guru dan tenaga kependidikan yang lain. Komite 

sekolah memiliki pekerjaan lain diluar pekerjaan mereka sebagai 

komite sekolah. Komite berada di sekolah hanya ketika dipanggil 

oleh kepala sekolah, komite sedang mengadakan rapat dengan orang 

tua siswa, dan ketika komite sedang melakukan pengawasan 

terhadap program-program sekolah. 

  

                                                           
59 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 
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4. Peran Komite Sekolah 

a. Komite Sekolah Sebagai Badan Pemberi Pertimbangan 

 Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada narasumber, 

maka dapat dilihat peran komite sekolah sebagai badan pemberi 

pertimbangan. Hal ini diperjelas oleh Ibu Siti Honiah, M.S.i, M.Pd 

selaku kepala sekolah mengatakan, 

“Peran komite sebagai pemberi pertimbangan sudah baik, 

seperti komite sekolah ikut memberikan masukan terhadap 

program-program yang ada di sekolah. Komite sekolah sendiri 

mempunyai peran sebagai partner dari kepala sekolah untuk 

mengelola berbagai sumber daya pendidikan yang ada dalam 

rangka melaksanakan pengelolaan dan peningkatan mutu 

pendidikan. Kami selalu musyawarah dengan komite sekolah terkait 

program-program sekolah adapun terkait pemenuhan sarana dan 

prasarana yang belum terpenuhi kita akan membahas hal tersebut 

bersama komite. Hal tersebut karena tidak adanya anggaran dari 

dana bos maka dari itu kita membahas hal tersebut bersama komite 

sekolah untuk mensosialisasikan ke wali murid terutama wali murid 

kelas 6. Dan kami juga tidak akan melaksanakan program apabila 

komite sekolah tidak menyetujuinya.”60 

 Selain itu, ditunjang dengan hasil wawancara dengan Bapak Rois 

Mahfud, S.E selaku ketua komite sekolah yang mengatakan, 

“Komite sekolah sangat berpartisipasi dalam memberikan 

masukan terhadap program sekolah. Karena setiap awal tahun 

kepala sekolah memberi tahu programnya ke komite sekolah untuk 

dibahas bersama dengan komite sekolah. Setelah itu komite 

menjembatani program itu terkait dengan pembiayaan yang tidak 

dibiayai oleh pemerintah. Adapun program komite sekolah 

sebelumnya tentang kegiatan menghafal dan membaca Asmaul 

Husna dan kegiatan menghafal juz 30 masih berjalan karena 

upaya tersebut dapat menanamkan nilai-nilai agama pada diri 

siswa. Apabila dari program yang diajukan tersebut tidak dapat 

komite sanggupi maka dialihkan ke tahun berikutnya.”61 

 Selanjutnya hal yang sama dikatakan oleh Bapak Arif Mutaqin 

selaku guru mengatakan,  

                                                           
60 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag., M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 

Purbalingga. 
61 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 
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“Ya, komite sekolah terlibat dalam memberikan masukan 

terkait program di sekolah. Komite sekolah mengikuti rapat yang 

diadakan oleh sekolah terkait program, kegiatan dan semua 

kebutuhan sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan 

mensejahterakan semua warga sekolah.”62 

 Selain dalam hal pertimbangan atau masukan pada program 

sekolah, bentuk pemberian pertimbangan lainnya adalah dalam hal 

pemberian pertimbangan terhadap penyediaan dan pengelolaan sarana 

dan prasaran, Ibu Siti Honiah selaku kepala sekolah mengatakan, 

“Komite sekolah ikut serta dalam memberikan pertimbangan 

serta masukan terhadap penyediaan sarana dan prasarana 

sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah/ dana BOS. Komite 

memberikan pertimbangan terhadap kriteria sarana dan 

prasarana sekolah terkait apa saja yang dibutuhkan sekolah, dan 

mana saja yang harus diperbaiki seperti penambahan ruang kelas, 

pengadaan pagar besi bangunan baru adapun program 

sebelumnya pengadaan ruang komputer. Komite sekolah juga 

dilibatkan dalam penyusunan KTSP bersama guru dan 

karyawan”.63 

 Selanjutnya, Pak Rois Mahfud selaku komite sekolah mengatakan, 

“Dalam penyediaan sarana dan prasarana di sekolah ini, 

komite sekolah sangat terlibat. Supaya sarana dan prasarana di 

MI Negeri 1 Purbalingga dapat terpenuhi guna untuk menunjang 

proses pembelajaran disekolah, karena tidak semua fasilitas 

ataupun sara dan prasarana dianggarkan lewat dana BOS, pihak 

komite juga di ikutsertakan dalam penyusunan KTSP dan 

mengesahkannya bersama kepala sekolah dan pihak sekolah 

lainnya”.64  

Adapun bentuk penyediaan sarana dan prasarana yang kurang 

adalah program pengadaan lahan lapangan karena MI Negeri 1 

Purbalingga belum mempunyai lapangan untuk upacara, hal ini 

diperjelas oleh Bapak Rois Mahfud S.E, 

"Untuk rencana selanjutnya itu pengadaan lahan lapangan, 

karena lapangan yang dulu digunakan untuk upacara maupun olah 

raga sudah digunakan untuk pembangunan gedung baru. Kami 

ingin merealisasikan hal tersebut supaya siswa siswi MI Negeri 1 

                                                           
62 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga 

pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga 
63 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 

Purbalingga. 
64 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
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Purbalingga bisa mengadakan upacara karena selama ini setelah 

gedung baru jadi belum diadakannya upacara disekitar sekolah".65 

  Hal itu dibenarkan adanya sebagaimana disampaikan oleh kepala 

sekolah, 

''Untuk pengadaan lahan lapangan memang benar adanya 

kita telah bermusyawarah dengan komite terkait itu, dan 

alhamdulillah pada 1 oktober 2022 hal tersebut terlaksana, lahan 

tersebut adalah lahan desa dan sistemnya kita sewa selama 

setahun dan besar kemungkinan akan berlangsung ke tahun 

selanjutnya"66 

Adapun hal lain yang disampaikan oleh Bapak Makhmud Hidayat 

Sentosa, S.Pd.I, 

"Untuk program dari komite setiap tahunya pasti ada mas, 

terutama untuk kelas 6 setiap tahunya pasti ada pemenuhan sarana 

prasaranayang kurang. Contohnya tahun kemarin kita bersama 

komite bersmusyawarah terkait pengadaan ruang komputer, 

memang untuk laptop sendiri didanai oleh pemerintah lewat dana 

BOS akan tetapi untuk meubelair itu tidak ada anggaran dari 

pemerintah. Maka dari itu, kita bermusyawarah dengan pihak 

komite tekait hal itu, kemudian baru disampaikan kepada wali 

kelas 6 untuk adanya penggalangan dana".67 

  

                                                           
65 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 
66 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 5 Oktober 2022 pada pukul 11:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 

Purbalingga. 
67 Hasil wawancara dengan Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I selaku guru di MI 

Negeri 1 Purbalingga. 

Ruang komputer MIN 1 Purbalingga 
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b. Komite sekolah sebagai Badan Pendukung 

 Peran komite sekolah dalam mendukung penyelenggaraan 

pendidikan sangatlah besar. Dalam bukunya Engkoswara yang berjudul 

Adminitrasi Pendidikan menjelaskan, bahwa komite sekolah terdari dari 

unsur-unsur: wakil orang tua siswa, wakil guru-guru, kepala sekolah, 

wakil tokoh masyarakat, wakil pengusaha/industri, wakil pemerintah 

daerah, serta wakil pejabat pengendali pendidikan. Jadi, apabila dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak ada dukungan dari orang 

tua siswa, maka proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan 

baik. Penyelenggaraan pendidikan dapat dikatakan baik apabila ada 

kontribusi maupun dukungan dari orang tua siswa bukan hanya pihak 

sekolah saja.  

 Hasil wawancara penulis dengan kepala sekolah mengungkapkan: 

“Komite di sekolah ini sangat aktif serta kondusif dalam 

mendukung program-program di sekolah. Mereka siap datang ke 

sekolah jika diundang oleh sekolah untuk membicarakan program-

program dan kegiatan sekolah terutama ketika akan diadakanya 

ujian untuk kelas 6 komite di ikutsertakan dalam sosialisai guna 

memberikan motivasi dan ketika ada rapat wali murid kelas 1 juga 

dilibatkan. Karena, yang kami inginkan kita semua dapat 

bersinergi dengan baik untuk memajukan sekolah ini.”68  

 Komite sekolah memberikan dukungan penuh terhadap program-

program yang ada di sekolah. Bentuk dukungan yang diberikan baik 

yang bersifat materi maupun dalam bentuk dukungan lainnya. Hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh ketua komite sekolah:  

“Sangat banyak peran kami sebagai pendukung, diantaranya 

yaitu mendukung program-program yang ada di sekolah, 

mendukung dalam pendanaan terhadap pelaksanaan KBM seperti  

pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang tidak didanai oleh 

pemerintah. Ataupun ketika akan diadakannya ujian kelas 6 kita 

                                                           
68 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 

Purbalingga. 
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pihak komite diikutsertakan untuk sosialisasi dan memberi 

motivasi kepada para siswa yang akan melakukan ujian”69 

 Hal ini juga dibenarkan oleh Pak Arif Mutaqin:  

“Komite sangat mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar. Komite biasanya mempertimbangkan terlebih dahulu 

apa yang dibutuhkan oleh guru. Kalau sekiranya sangat 

menunjang untuk proses KBM, maka komite sekolah membantu 

untuk pengadaannya.”70 

Salah satu program komite sekolah adalah pengadaan pagar/ 

gerbang besi pada gedung baru. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh 

ketua komite, 

   "Program kami pada saat itu adalah pembuatan gerbang 

besi digedung baru, pembuatan gedung tersebut adalah program 

pemerintah dan sistemnya borongan akan tetapi ketika gedung itu 

telah selesai di bangun tidak ada pagar atau gerbang untuk 

mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu 

karena gedung baru terletak disamping jalan raya, oleh karena itu 

harus ada pembatas antara sekolah dengan jalan raya apalagi 

siswa yang MI Negeri 1 Purbalingga masih tergolong anak-

anak".71 

 Komite sekolah menghubungi pihak sekolah untuk komunikasi 

terkait akan diadakanya pembangunan pagar/ gerbang besi kemudian 

pihak sekolah menyetujui masukan dari komite sekolah. Terkait dana 

yaitu diadakanya rapat dengan wali murid kelas 6 guna penarikan iuran 

untuk pembangunan pagar/gerbang besi sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud S.E, 

  "Pembangunan pagar/ gerbang besi diadakan dengan 

mengadakan rapat bersama wali murid kelas 6 untuk penarikan 

dana pembangunan gerbang besi, karena dana dari pemerintah 

hanya untuk pembangunan gedungnya jadi kami berinisiatif 

untuk merealisasikan program tersebut dengan cara 

penggalangan dana pada wali murid kelas 6".72 

Hal serupa di ungkapkan oleh Ibu Nur Aeni, 

                                                           
69 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
70 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga 

pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga 
71 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 
72 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud. 
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  "Waktu itu seluruh wali murid kelas 6 diundang ke 

sekolahan guna membahas terkait pengadaan pagar besi gedung 

baru, kita mendapat sosialisasi terkait hal itu dari pihak sekolah 

dan komite, seluruh wali murid menyetujui akan hal itu karena 

demi keamanan dan keselamatan siswa ketika disekolah. Untuk 

pendanaanya bersifat sukarela tidak ada paksaan".73 

  Pembangunan pagar/ gerbang besi terlaksana, hal itu karena adanya 

komunikasi antara komite sekolah dengan pihak sekolah kemudian 

disampaikan kepada wali murid. 

c. Komite sekolah sebagai badan pengontrol 

 Peran komite sebagai pengontrol tidak bisa diabaikan begitu saja. 

Karena, segala program serta kegiatan yang telah dibuat dan 

direncankan harus dikontrol secara berkala dalam rangka transparansi 

dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Peran komite sekolah 

sebagai pengontrol ialah dalam bentuk mengontrol pelaksanaan 

program yang ada, mengontrol alokasi dana bagi pelaksanaan program 

dan melaksanakan penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan. 

 Adapun peran komite sekolah sebagai pengontrol yang ada di MI 

Negeri 1 Purbalingga seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Honiah 

selaku Kepala Sekolah bahwa:  

“Setiap perencanaan program yang melibatkan siswa harus 

atas persetujuan komite sekolah. Dari situlah komite sekolah 

mempunyai kewajiban untuk mengontrol penyelenggaraan 

kegiatan yang ada di sekolah. Selain itu biasanya komite sekolah 

melakukan pengontrolan terhadap sarana dan prasarana yang ada 

di sekolah ini. Tetapi karena komite juga memiliki pekerjaan diluar 

tugasnya sebagai komite sekolah, pengontrolan yang dilakukan 

tidak sering.”74 

 Selanjutnya Bapak Rois Mahfud mengatakan:  

“Pengontrolan yang dilakukan ialah pengontrolan yang 

sifatnya administratif. Misalnya pendanaan, sarana dan prasarana 

sekolah yang kurang dan tidak dinanai oleh pemerintah maka kita 

dari pihak komite akan membuat rencana untuk pengadaan sarana 

                                                           
73 Hasil wawancara dengan Ibu Nur Aeni wali murid kelas 6 MI Negeri 1 Purbalingga 

pada 2 Oktober 2022 pada pukul 14:30 di Rumah Ibu Nur Aeni. 
74 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 

Purbalingga. 
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prasarana tersebut. Kalau untuk KBM komite sekolah tidak ikut 

campur. Komite juga berperan dalam pengontrolan tentang 

pelayanan kepada masyarakat. Seperti, mengontrol guru agar 

tidak melakukan pungutan uang apapun.”75 

 Hal lain disampaikan oleh Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I 

"Komite sekolah melakukan pengontrolan ketika sekolah 

menyusun KTSP pasti melibatkan komite sekolah.  Karena komite 

sekolah ikut serta dalam mengesahkan dan mendatangani hal 

tersebut"76 

d. Komite Sekolah Sebagai Mediator  

 Adanya kerjasama antara komite sekolah dengan sekolah dapat 

meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat, dengan begitu 

masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dalam 

membangun pendidikan77. Oleh Karena itu, dengan dibentuknya komite 

sekolah diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis antar 

sekolah dengan orang tua siswa serta terciptanya kerja sama yang baik 

guna membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.  

 Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Arif 

Mutaqin Selaku guru MIN 1 Purbalingga mengungkapkan bahwa: 

“Sejauh ini yang saya tahu, komite sekolah di sekolah ini 

sudah menjadi penghubung yang baik antara pihak sekolah 

dengan orang tua siswa walaupun belum maksimal.”78 

 Selanjutnya Bapak Rois Mahfud S.E, menuturkan bagaimana agar 

hubungan sekolah dengan orang tua siswa dapat bersinergi dengan baik: 

“Sekolah dengan orang tua siswa harus bisa bersinergi 

dengan baik. Karena menurut saya orang tua sebagai pelanggan 

dan sekolah sebagai penjual jasa, jadi komite yang sifatnya 

sebagai pelayanan masyarakat harus memberikan yang terbaik 

dan harus mampu membuat orang tua siswa merasa puas telah 

menitipkan anaknya untuk bersekolah di MI Negeri 1 Purbalingga. 

                                                           
75 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
76 Hasil wawancara dengan Bapak Makhmud Hidayat Santosa, S.Pd.I selaku guru di MI 

Negeri 1 Purbalingga. 
77 Syamsuddin, peran komite sekolah terhadap penerapan kurikulum, Jurnal Idaarah, Vol. 

2 No.1 2018, hlm. 90. 
78 Hasil Wawancara dengan Bapak Arif Mutaqin selaku Guru di MI Negeri 1 Purbalingga 

pada tanggal 20 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang Tamu MI Negeri 1 Purbalingga 
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Kami juga selalu menginformasikan kepada orang tua siswa yang 

berkaitan dengan program-program dan kegiatan yang ada 

disekolah sepert hafalan dani pembacaan asmaul husna sebelum 

jam pelajaran, menghafal juz 30, dan ada juga program terkait 

pengadaan kantin sehat disekolah. Dengan orang tua siswa 

merasa puas maka timbulah rasa yang mampu membuat orang tua 

siswa tergerak untuk ikut bersinergi dengan sekolah.”79 

 Adapun contoh lain komite sebagai mediator, sebagaimana 

disampaikan Bapak Rois Mahfud S.E, 

"Pernah ada suatu permasalahan yang dialami oleh salah 

satu siswa kelas 6, dimana siswa tersebut tidak pernah berangkat 

sekolah karena orang tuanya cerai. Kemudian pihak komite 

memberitahukan ke pihak sekolah terkait permasalahan tersebut 

dan pada akhirnya permasalahan tersebut teratasi"  

5. Strategi Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu  

 Pada hakikatnya komite sekolah merupakan suatu organisasi yang 

mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. Dibentuknya komite sekolah tidak hanya sebagai 

pelengkap di sekolah, tetapi komite sekolah mempunyai peran dan 

mempunyai andil yang cukup besar dalam mensukseskan program 

sekolah guna meningkatkan mutu pendidikan. Komite sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk 

membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, hal ini sesuai 

dengan yang disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud selaku ketua komite 

sekolah:  

“Strategi yang pertama dilakukan ialah membentuk struktur 

organisasi selajutnya kami mengadakan rapat dengan pihak 

sekolah. Rapat tersebut diadakan berkaitan dengan pembahasan 

program sekolah. Selanjutnya, strategi yang kami lakukan ialah 

sebisa mungkin mengcover pendanaan yang tidak dibiayai oleh 

pemerintah. Strategi yang kami lakukan ini bertujuan untuk 

membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah ini.”80 

                                                           
79 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
80 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
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 Selanjutnya menurut Ibu Siti Honiah selaku kepala sekolah 

mengatakan:  

“Komite sekolah lebih banyak memberikan saran terhadap 

pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak 

didanai oleh pemerintah. Selain itu, karena sekolah juga 

mempunyai strategi dalam meningkatkan mutu, jadi komite 

sekolah juga membantu strategi yang dimiliki sekolah agar dapat 

tercapai sesuai tujuannya. Strategi yang dilakukan sekolah ialah 

dengan cara pembenahan kurikulum yang inovatif, lebih 

memberikan kesempatan kepada guru untuk mendapatkan 

pengetahuan di luar madrasah dan sekolah pun mengadakan 

program untuk peltihan guru. Untuk siswa pun diadakan 

ekstrakulikuler untuk mengembangkan bakat dan minat siswa dan 

diizinkan untuk mengikuti berbagai lomba supaya dapat 

menambah pengalaman serta wawasan.”81 

  Berikut data terkait prestasi akademik dan non akademik MI Negeri 

1 Purbalingga sebagai berikut :82 

a. Prestasi Akademik 

 

Rata-rata nilai ujian 3 (tiga) tahun terakhir 
 

No. Tahun Pelajaran Rata-rata Nilai Ujian 

1. 2018/2019 71,90 

2. 2019/2020 79,69 

3. 2020/2021 76,68 

b. Prestasi Non Akademik 

Prestasi Non Akademik dalam 5 (lima) tahun 

terakhir adalah sebagai berikut :83 
 

 
No. 

 

Nama 

lomba/kompetisi/ 

kejuaraan/ke

giatan 

 

Penyelenggara 

lomba/ 

kompetisi/kejuaraan/lomb

a 

Prestasi 

(Juara ke 

berapa) 

 
Tahun 

 

1 
Pesta Siaga Tingkat 
Kwarran 

 

Kwarran Kertanegara 
 

Juara I Putri 
 

2017 
 

2 
Lomba Matematika 
KSM 
MI 

 

KKKMI Kec. Kertanegara 
 

Juara I 
 

2017 

3 Lomba MTQ KKKMI Kec. Kertanegara Juara II Putra 2017 

                                                           
81 Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Honiah, S.Ag, M.Pd selaku kepala sekolah di MI 

Negeri 1 Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2022 pada pukul 10:00 di Ruang tamu MI Negeri 1 
Purbalingga. 

82 Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022  
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4 
 

Lomba Gerak Jalan 
Panitia HUT RI Kec. 
Kertanegara 

 

Juara I Putra 
 

2017 
 

5 
 

Karnaval SD/MI 
Panitia HUT RI Kec. 
Kertanegara 

 

Juara I 
 

2017 

 
6 

Festival dan Lomba 
Literasi Nasional 

Bidang 

Menulis Cerpen 

 
Kemendikbud RI 

 
Harapan III 

 
2017 

 

7 
Lomba Matematika 
KSM 
MI 

KanKemenag Kab. 
Purbalingga 

 

Juara III 
 

2017 

8 Pesta Siaga Kwarran Kertanegara Juara I Putri 2018 
 

9 
MTQ Pelajar Cabang 
Tilawah 

 

KUA Kec. Kertanegara 
 

Juara III Putri 
 

2018 
 

10 
Lomba Kreasi CPTS 
SD/MI 

 

Puskesmas Karangtengah 
 

Juara I 
 

2018 
 

11 
 

Tenis Meja Panitia HUT RI Kec. 
Kertanegara 

 

Juara II 
 

2018 
 

12 
 

Karnaval SD/MI 
Panitia HUT RI Kec. 
Kertanegara 

 

Juara I 
 

2018 
 

13 
Festival dan Lomba 
Literasi Nasional 

Bidang 

 

Kemendikbud RI 
 

Harapan I 
 

2018 
  

14 
Pesta Siaga Tingkat 
Kwarran 

 

Kwarran Kertanegara 
Juara I Putra 
dan Putri 

 

2019 
 

15 
Pesta Siaga Tingkat 
Kwarcab 

 

Kwarcab Purbalingga 
 

Juara III Putri 
 

2019 
 

16 
 

LT. II Kwarran 
 

Kwarran Kertanegara 
Juara I Putra 
dan Putri 

 

2019 
 

17 
 

Karnaval SD/MI 
Panitia HUT RI Kec. 
Kertanegara 

 

Juara I 
 

2019 

18 Duta LS STBM 

SD/MI 
Puskesmas Karangtengah Juara III 2019 

 

19 
 

Festival Da’i Cilik 
Fak. Ekonomi & Bisnis 
UMP 

 

Juara I 
 

2019 

20 Pesta Siaga Kwarran Kertanegara Juara I Putri 2020 

21 Pesta Siaga Kwarran Kertanegara Juara II Putra 2020 
 

22 
 

Pesta Siaga 
 

Kwarcab Purbalingga 
Juara Harapan 
II Putra 

 

2020 

  

23 
Taekwondo Tingkat 

Nasional 

 

PB Taekwondo Indonesia 

Juara 2 Poomsae 

Pra Cadet A 

Putra 

 

2021 

 

24 
Taekwondo Tingkat 

Nasional 

 

PB Taekwondo Indonesia 

Juara 2 Speed 

Kicking Pra 

Cadet B Putra 

 

2021 

 Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat menggambarkan bahwa 

kinerja serta usaha yang dilakukan oleh komite sekolah sudah cukup 

baik. Hal ini dapat dilihat dari usaha komite sekolah untuk sebisa 

mungkin mengcover pendanaan yang tidak dibiayai oleh pemerintah 

untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi di sekolah dalam 

menjalankan program dan kegiatan sekolah. Komite sekolah telah 
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memberikan pengaruh dalam peningkatan mutu, hal ini dapat dilihat dari 

prestasi yang diraih dan program-program yang telah berhasil dijalankan 

oleh pihak sekolah. Tetapi strategi yang dibuat oleh komite sekolah juga 

belum maksimal, dikarenakan komite sekolah di MI Negeri 1 

Purbalingga belum melaksanakan seluruh perannya sesuai dengan 

semestinya.84 

6.  Kendala yang dihadapi komite sekolah dan solusinya  

 Berdasarkan hasil penelitian, kenyataannya peran yang telah 

dijalankan oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

tidak selalu berjalan mulus. Berbagai kendala yang dihadapi oleh komite 

sekolah, antara lain: komunikasi yang terhambat antara sekolah dan wali 

murid, tidak lanjutnya program yang tidak lancar, tidak semua orang tua 

murid memiliki pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya, 

dan pengontrolan yang tidak terstruktur. Selain itu, kurangnya intensitas 

kedatangan komite ke sekolah menjadi kendala utama komite dalam 

menjalankan perannya. hal ini seperti yang diungkapkan oleh ketua 

komite sekolah:  

“Kendala yang paling inti adalah volume kunjungan komite ke 

sekolah. Karena komite sendiri mempunyai kegiatan di luar dari 

perannya sebagai komite sekolah. Apabila sekolah membutuhkan 

persetujuan dari komite sekolah terkait penyelenggaraan kegiatan, 

maka harus membuat janji dari jauh-jauh hari. Jadi kendala yang 

paling terasa adalah terkait waktu, situasi, dan kondisi.”85 

 Adapun kendala lain terkait dari kepengurusan komite sekolah itu 

sendiri. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rois Mahfud S.E, 

"Kendala lain datang dari kepengurusan komite itu sendiri, 

orang yang telah dipilih untuk masuk kepengurusan komite biasanya 

akan kurang kontribusinya ketika anaknya telah lulus dari MI 

Negeri 1 Purbalingga, adapun karena struktur kepengurusan komite 

bukan seluruhnya orang yang bertempat tinggal di daerah dekat 

sekolah. Maka dari itu menghambat ketika ada rapat komite dengan 

pihak sekolah". 

                                                           
84 Observasi, di MI Negeri 1 Purbalingga,21 Agustus 2022 
85 Hasil Wawancara dengan Bapak Rois Mahfud S.E selaku Ketua Komite di MI Negeri 1 

Purbalingga pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 16:30 di Rumah Bapak Rois Mahfud 
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 Dari kendala yang dihadapi oleh komite sekolah seperti yang sudah 

dipaparkan di atas, maka solusi yang diberikan oleh ketua komite sendiri 

terkait pemilihan kepengurusan komite sekolah kedepannya harus 

memilih wali murid yang anaknya masih lama bersekolah di MI Negeri 

1 Purbalingga, agar lebih lama berkontribusinya. Karena ada beberapa 

wali murid yang ketika anaknya sudah lulus maka akan sangat sedikit 

kontribusinya didalam komite sekolah.  

C. Analisis Data 

 Sebagai badan mandiri yang juga ikut berpartisipasi di sekolah dan 

bersifat independen, keberadaan komite sekolah difokuskan untuk 

membantu dalam meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, maka secara 

kelembagaan pengurus komite sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga 

diharapkan agar dapat menjalankan perannya sesuai tugas dan fungsinya, hal 

ini sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan No 044/U/2002 yaitu 

tentang komite sekolah yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan No. 75 Tahun 2016. 

 Dari keputusan Menteri Pendidikan No. 75 Tahun 2016, komite sekolah 

yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pengelolaan pendidikan di lembaga sekolah, dari pihak sekolah harus 

memberi ruang agar komite sekolah dapat menjalankan peran dan fungsinya 

dengan sebaik mungkin. Adapun peran komite sekolah dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Komite Sekolah Sebagai Badan Pemberi Pertimbangan 

  Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan berperan 

untuk memberikan masukan terhadap pengelolaan pendidikan seperti 

pelaksanaan program dan kurikulum. Memberikan pertimbangan 

terhadap penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Memberikan 

pertimbangan terhadap penyusunan Rencana Anggaran Pendidikan dan 

Belanja Sekolah (RAPBS). Serta memberikan pertimbangan terhadap 

kriteria tenaga pendidik. Namun pada realitanya tidak semua peran 

komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dilakukan oleh komite 
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sekolah, salah satunya seperti komite sekolah di MI Negeri 1 

Purbalingga. Komite sekolah lebih terlihat berperan dalam pemberi 

pertimbangan atau masukan pada program sekolah, serta sarana dan 

prasarana. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah MI Negeri 1 

Purbalingga terkait RAPBS/RKAKL, karena sekolah ini Negeri maka  

komite tidak ikut serta dalam penyusunan maupun pengesahan. Karena 

penyusunan RAPBS tersebut dilakukan atau disusun langsung oleh 

kepala sekolah dengan pusat akan tetapi komite diberi tahu akan hal itu. 

Tapi ketika pembuatan KTSP komite pasti dilibatkan bersama pihak 

sekolah seperti guru, karyawan. 

  Berdasarkan pembahasan di atas mengenai peran komite sebagai 

badan pertimbangan dapat disimpulkan bahwa dalam komite MI Negeri 

1 Purbalingga tidak ikut serta dalam penyusunan RAPBS karena sekolah 

tersebut sudah Negeri seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah MI 

Negeri 1 Purbalingga. Akan tetapi selain hal itu komite sekolah sangat 

berperan dalam pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana yang tidak 

di danai oleh pemerintah dan mendukung program-program yang ada di 

MI Negeri 1 Purbalingga seperti afalan Asmaul Husna dan Juz 30. 

2. Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung 

 Dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat 

berupa pemikiran, ide, gagasan maupun tenaga. Jika dahulu peran komite 

lebih sebagai pendukung pendanaan, maka sekarang peran komite lebih 

ditekankan pada aspek lain, terutama dalam rangka penyelenggaraan dan 

peningkatan mutu pengelolaan pendidikan.86 

 Bentuk dukungan komite sekolah terhadap penyelenggaraan 

pendidikan lebih menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan 

adalah sebagai berikut:87 

                                                           
86 Sri Renani Pandjastuti, Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan 

(Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008),hlm. 82. 
87 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011),hlm. 258. 
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a. Pemanfaatan sarana prasarana di lingkungan sekolah untuk 

pembelajaran; 

b. Membuat program penerapan kedisiplinan guru, siswa dan 

karyawan di sekolah; 

c. Memaksimalkan anggaran operasional sekolah dan mendorong 

penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku. 

 Selain itu, komite sekolah ikut dalam memberikan dukungan 

terhadap pengelolaan sarana dan prasarana serta anggaran di sekolah, 

yakni: 

a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada di sekolah; 

b. Mengkoordinasi dukungan sarana dan prasarana sekolah; 

c. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan sarana dan prasarana 

sekolah; 

d. Memantau kondisi anggaran pendidikan di sekolah; 

e. Mengkoordinasi dukungan terhadap anggaran pendidikan di 

sekolah; 

f. Mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah. 

  Mengenai peran komite sekolah sebagai badan pendukung terhadap 

sekolah tersebut dapat penulis kelompokkan menjadi tiga peran, yaitu 

dukungan dalam pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan 

anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia. Dalam pengelolaan 

sarana dan prasarana, peran komite sangat terlihat jelas seperti membantu 

pihak sekolah dalam menggali dana yang digunakan untuk pengadaan 

ruang komputer, pengadaan pagar besi ataupun.Sedangkan dalam 

pengelolaan anggaran pendidikan, berdasarkan hasil wawancara dengan 

komite sekolah mereka dilibatkan dalam penentuan anggaran yang tidak 

dianggarkan oleh pemerintah dan setelah ditentukan rencana penggunaan 

anggaran tersebut, maka komite nebdukung dalam pelaksanaanya. Hal 

ini dapat dilakukan dalam pengadaan pengadaan ruang komputer, 

pengadaan pagar besi. 
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Berkaitan dengan perannya dalam pengelolaan sumber daya 

manusia sebenarnya hal ini merupakan tugas pokok kepala sekolah. 

Namun dalam suatu lembaga, tidak ada satupun bagian yang tidak 

penting untuk dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerja. 

Semua bagian dalam suatu lembaga mampu memelihara hubungan kerja 

yang baik dan mendukung satu sama lain. Mengenai dukungan dalam 

pengelolaan tenaga pendidik komite sekolah kurang begitu berperan, 

sebagian dari mereka mempunyai anggapan bahwa mengenai urusan 

peserta didik, tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan proses 

pembelajaran itu sepenuhnya wewenang sekolah dalam hal ini adalah 

wewenang kepala sekolah. 

Dari pernyataan komite sekolah, penulis menyimpulkan bahwa 

peran komite sekolah dalam bentuk dukungan tidak jauh berbeda, artinya 

masih sebatas persoalan dana seperti mewujudkan sarana prasarana dan 

pembangunan. Begitupun dalam hal peningkatan mutu sumber daya 

manusia, berkenaan dengan kualitas tenaga pendidik maupun peserta 

didik komite sekolah juga ikut mendukung dalam proses pembelajaran 

yang ada di sekolah. 

3. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol 

Peran komite sekolah sebagai pengontrol atau pengawas yang 

dapat dilakukan oleh komite sekolah sebagaimana dirinci oleh Syaiful 

Sagala berupa aktivitas sebagai berikut:88 

a. Menanyakan proses belajar mengajar pada guru maupun siswa 

apakah sudah sesuai dengan standar kompetensi yang diinginkan; 

b. Memantau pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana 

Kerja Sekolah; 

c. Turut serta dalam penyusunan RKT dan RKS; 

d. Mamantau penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS; 

e. Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan; 

                                                           
88 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011),hlm. 232. 
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f. Melakukan pemantauan terhadap proses kegiatan belajar mengajar 

dan hasil belajar siswa; 

g. Pengawasan dalam pelaksanaan ujian nasional; 

h. Melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran yang 

berhubungan dengan pelaksanaan KBM; 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, terkait komite 

sekolah sebagai badan pengontrol di MI Negeri 1 Purbalingga komite 

sekolah melakukan pengontrolan yang sifatnya administratif. Misalnya 

pendanaan, sarana dan prasarana sekolah yang kurang dan tidak didanai 

oleh pemerintah maka dari pihak komite akan membuat rencana untuk 

pengadaan sarana prasarana tersebut. Sedangkan untuk KBM komite 

sekolah tidak ikut campur tetapi ketika akan diadakanya ujian kelas 6, 

komite sekolah dilibatkan dalam sosialisasi dan memberi motivasi 

kepada siswa yang akan melakukan ujian. Komite juga berperan dalam 

pengontrolan tentang pelayanan kepada masyarakat. Seperti, mengontrol 

guru agar tidak melakukan pungutan uang apapun. 

4. Komite Sekolah Sebagai Mediator 

Kaitannya dengan peran komite sebagai mediator atau penghubung, 

sekolah itu sendiri merupakan lembaga sosial yang tidak dapat 

dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat juga 

tidak dapat dipisahkan dari lembaga sekolah. Keduanya memiliki 

kepentingan yang saling terkait, sekolah merupakan lembaga formal 

yang diserahi tugas untuk mendidik, melatih dan membimbing generasi 

penerus masa depan, sementara masyarakat merupakan pengguna jasa 

pendidikan tersebut. Masyarakat mengharapkan agar lembaga sekolah 

mampu menempa peserta didik menjadi sumber daya manusia yang 

produktif dan berkualitas untuk mengembangkan potensi masyarakat 

setelah mereka lulus.89 

                                                           
89 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012),hlm. 148. 
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Sagala menjabarkan tugas dan peran komite sekolah sebagai 

mediator atau penghubung yakni: 

a. Menghubungkan sekolah dengan instansi pemerintah; 

b. Menghubungi orang tua siswa untuk meminta kesediannya menjadi 

penyumbang dana yang diperlukan untuk kegiatan memajukan 

pendidikan di sekolah; 

c. Mencari informasi yang terkait dengan pengembangan dan 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah; 

d. Memberi laporan kepada masyarakat tentang penggunaan 

keuangan dan pelaksanaan program di satuan lembaga pendidikan 

tersebut.90 

Dalam perannya sebagai mediator atau penghubung, komite 

sekolah menghubungkan pihak sekolah dengan pemerintah dan dari 

pengamatan di lapangan peran ini tidak terlaksana, karena komite 

sekolah di MI Negeri 1 Purbalingga tidak mempunyai wewenang terkait 

anggaran dari pemerintah. Komite sekolah hanya sekedar mengetahui 

tentang anggaran tersebut, terkecuali anggaran diluar dana BOS komite 

sangat berperan dalam hal pendanaan tersebut. Sedangkan perannya 

dalam menjadi penghubung antara sekolah dengan orang tua dan 

masyarakat dapat lebih banyak dilakukan, salah satu diantaranya yaitu 

membantu menyerap aspirasi, harapan dan saran masyarakat untuk 

kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Masukan dari 

masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan sangat dibutuhkan oleh 

pihak sekolah sebagai pengelola pendidikan supaya mutu lulusan 

sekolah memang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dari data yang telah peneliti paparkan tersebut, dapat terlihat 

bahwa peran komite sekolah sebagai mediator atau penghubung selain 

dengan pemerintah dapat terlaksana dengan baik, karena seseorang 

yang dipilih sebagai pengurus komite adalah mereka yang sudah 

                                                           
90 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2011),hlm. 230. 
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dianggap tokoh masyarakat sehingga banyak kesempatan bertemu 

dengan masyarakat di luar sekolah walaupun bukan dalam pertemuan 

formal di sekolah. Karena kesempatan kepala sekolah bertemu 

langsung dengan seluruh orang tua siswa hanya satu atau dua kali dalam 

setahun, maka keberadaan komite sekolah yang diwakili oleh orang-

orang yang dekat dengan masyarakat menjadi sarana penghubung yang 

tepat antara pihak sekolah dengan orang tua atau masyarakat. 

Berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari keempat 

peran komite sekolah salah satu diantara peran yang sangat mungkin 

dijalankan adalah peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan 

dan peran sebagai mediator atau penghubung, sedangkan dua peran 

lainnya kurang maksimal pelaksanaanya, karena dalam memberikan 

pertimbangan tentu komite sekolah berpatokan pada aspirasi dan 

informasi yang berkembang di masyarakat berupa saran, usulan dan 

perbaikan yang selanjutnya menjadi masukan untuk kemajuan sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di MI Negeri 1 

Purbalingga, dapat disimpulkan bahwa Peran komite sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga dari perannya 

sebagai badan pemberi pertimbangan, komite sekolah memberikan 

pertimbangan dan masukan terhadap program-program sekolah, memberikan 

pertimbangan serta saran dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan 

prasarana. Perannya sebagai badan pendukung, komite mendukung pendanaan 

terhadap pelaksanaan KBM serta mendukung dalam pengadaan sarana dan 

prasarana sekolah yang tidak didanai oleh pemerintah. Perannya sebagai 

pengontrol, komite melakukan pengontrolan terhadap pendanaan yang tidak di 

danai oleh pemerintah, sarana dan prasarana sekolah, dan mengontrol guru agar 

tidak melakukan pungutan uang apapun. Perannya sebagai mediator/ badan 

penghubung, komite sekolah telah menjadi penghubung yang baik antara pihak 

sekolah dengan orang tua siswa seperti ketika ada program terkait pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah maka komite sekolah dengan pihak sekolah 

mengadakan rapat untuk membahas terkait program tersebut. 

 Namun, dalam menjalankan peranya sebagai badan pengontrol dapat 

disimpulkan belum optimal dikarenakan beberapa hal, seperti komite sekolah 

tidak selalu berada di sekolah. Hal itu dikarenakan komite memiliki pekerjaan 

diluar tugas mereka sebagai komite sekolah sedangkan dalam hal peran komite 

sebagai pendukung sudah cukup baik karena komite mendukung segala 

program-program yang ada di MI Negeri 1 Purbalingga dengan adanya 

kesepakatan antara komite sekolah dengan pihak sekolah. Selain itu, komite 

sekolah juga memberikan dukungan seperti mengadakan penggalangan dana 

kepada orang tua siswa yang berlandaskan keikhlasan orang tua siswa atau 

sukarela tanpa adanya paksaan. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

 Setiap kegiatan pasti ada kendala atau keterbatasan. Begitu pula dengan 

penelitian ini memiliki keterbatasan. Adapun keterbatasan penelitian dari 

peneliti sebagai berikut : 

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti. 

2. Keterbatasan waktu dan tenaga. 

3. Keterbatasan buku referensi. 

4. Keterbatasan pengumpulan data karena faktor tertentu. 

Keterbatasan – keterbatasan yang disebutkan di atas berpengaruh terhadap 

pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Namun peneliti telah 

berupaya untuk memaksimalkan susunan skripsi ini. 

C. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan peneliti, ada beberapa hal yang dapat disampaikan 

peneliti sebagai saran terhadap komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MI Negeri 1 Purbalingga, yaitu: 

1. Komite sekolah harus lebih memahami tugas dan perannya sesuai dengan 

keputusan pemerintah. 

2. Kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan komite sekolah dapat 

bekerjasama serta bersinergi lebih baik lagi untuk memajukan sekolah. 

3. Komite sekolah sebagai badan pertimbangan diharapkan dapat dilibatkan 

untuk memberikan pertimbangannya dalam pembuatan rencana 

anggaran sekolah dan dalam menentukan kriteria perekrutan tenaga 

pendidik. 

4. Komite sekolah diharapkan dapat bekerja lebih aktif lagi dan sering 

melakukan pengontrolan ke sekolah secara rutin. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Dokumentasi Wawancara dan Observasi 

 di MI Negeri 1 Purbalingga 

Wawancara dengan Kepala Sekolah MI Negeri 1 Purbalingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Wawancara dengan Ketua Komite MI Negeri 1 Purbalingga 

 

Wawancara dengan Guru MI Negeri 1 Purbalingga 

Ruang komputer MI N 1 Purbalingga 
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Seksi Humas
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Bendahara
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Seksi Kewirausahaan
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Suwito dan Eva

Ketua Komite
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Ketua komite 

1. Bagaimana proses terbentuknya komite sekolah di MIN 1 Purbalingga? 

2. Terdiri dari siapa sajakah yang masuk dalam kepengurusan komite sekolah? 

3. Bagaimana pembagian tugas komite sekolah di MIN 1 Purbalingga? 

4. Apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah berjalan sesuai dengan 

tujuannya? 

5. Menurut Bapak, apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah 

menjalankan perannya dengan baik? 

6. Apakah komite sekolah memiliki program tersendiri? 

7. Apa saja peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan? 

8. Apakah komite sekolah berpartisipasi dalam memberikan masukan kepada 

sekolah terhadap program sekolah? 

9. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam penyediaan dan penggunaan sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan sekolah? 

10. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam memberikan pertimbangan untuk 

kriteria tenaga pendidik di sekolah ini? 

11. Apakah komite sekolah berpartisipasi/ menyampaikan usulan dalam 

membuat kebijakan sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan 

komite? 

12. Apa saja peran komite sekolah dalam mendukung program dan kegiatan 

sekolah? 

13. Seperti apa peran komite sekolah, apabila sekolah kekurangan dana dalam 

penyelenggaraan pendidikan? 

14. Apa saja peran komite sekolah sebagai pengawas? 

15. Pengawasan seperti apakah yang komite sekolah lakukan pada 

penyelenggaraan pendidikan di MIN 1 Purbalingga? 

16. Bagaimana cara bapak mengawasi terkait alokasi anggaran untuk 
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pelaksanaan program sekolah? 

17. Apa saja peran komite sekolah sebagai mediator antara pemerintah dengan 

orang tua siswa di sekolah? 

18. Apa peran komite sekolah sebagai mediator antara pihak sekolah dengan 

orang tua siswa? 

19. Sebagai ketua komite sekolah, bagaimana cara Bapak agar hubungan sekolah 

dengan orang tua siswa dapat bersinergi dengan baik? 

20. Menurut Bapak, apakah dengan adanya komite sekolah mampu 

mempengaruhi mutu Pendidikan? 

Wawancara kepala sekolah 

1. Apa yang Ibu ketahui tentang program dan perkembangan komite sekolah 

di sekolah ini? 

2. Menurut Ibu, apakah dengan adanya komite sekolah dapat meningkatkan 

tanggungjawab dan peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan 

pendidikan di MIN 1 Purbalingga? 

3. Apakah komite sekolah dilibatkan dalam membuat usulan kebijakan di 

sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan komite? 

4. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam pemberi 

pertimbangan di sekolah ini? 

5. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam mendukung program 

dan kegiatan sekolah? 

6. Apa saja bentuk bantuan atau dukungan yang diberikan komite sekolah 

terkait sarana dan prasarana di sekolah? 

7. Apakah komite sekolah sering melakukan pengawasan di sekolah, baik 

yang bersifat akademik maupun non akademik? 

8. Menurut Ibu, sejauh mana peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN 1 Purbalingga? 

9. Menurut Ibu, apakah komite sekolah sudah menjalankan perannya dengan 

baik? 

10. Apakah MIN 1 Purbalingga sudah memenuhi standar mutu pendidikan? 
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11. Apakah sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini sudah memenuhi 

standar? 

12. Apakah di sekolah terdapat pelatihan/ diklat untuk guru? 

13. Apakah semua guru di sekolah ini sudah memiliki sertifikat pendidik? 

14. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan di MIN 1 

Purbalingga? 

15. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di MIN 1 Purbalingga? 

16. Bagaimana cara sekolah dalam mempertahankan mutu pendidikan? 

17. Menurut Ibu, apakah dengan adanya komite sekolah mampu mempengaruhi 

mutu pendidikan di MIN 1 Purbalingga? 

Wawancara guru 

1. Sejak kapan ibu/bapak mengajar di sekolah ini? 

2. Apakah di sekolah ini terdapat pelatihan/ diklat untuk guru? 

3. Apakah semua guru mengikuti pelatihan atau hanya guru tertentu saja? 

4. Apakah ibu/ bapak sudah memiliki sertifikat pendidik? 

5. Apakah komite sekolah terlibat dalam membuat usulan/ kebijakan di 

sekolah? Bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan oleh komite 

sekolah? 

6. Apakah komite sekolah ikut serta dalam mendukung proses pembelajaran 

guru di kelas? Bagaimana bentuk realisasinya? 

7. Bagaimana cara komite sekolah dalam mengawasi kondisi tenaga pendidik 

di sekolah? Sepengetahuan bapak/ibu seberapa sering pengawasan 

dilakukan? 

8. Apa saja bentuk dukungan yang diberikan komite sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah ini? 

9. Menurut bapak/ ibu, apakah komite sekolah sudah menjadi penghubung 

yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa? 
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Wawancara Wali Murid: 

1. Apa yang bapak/ibu ketahui terkait komite sekolah? 

2. Apakah dengan adanya komite sekolah dapat meningkatkan tanggungjawab 

dan peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan di MI 

Negeri 1 Purbalingga? 

3. Apakah komite sekolah di sekolah ini dalam mewadahi menyalurkan 

aspirasi serta ide dari orang tua siswa sudah efektif? 

4. Apakah dengan adanya komite sekolah mampu mendorong orang tua siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan? 

5. Apakah komite sekolah di MIN 1 Purbalingga sudah menjalankan perannya 

dengan baik? 

6. Apa saja yang bapak/ibu tau peran dari komite sekolah dalam  

meningkatkan mutu pendidikan? 

7. Apa yang dapat bapak/ibu rasakan dari peran yang telah dijalankan oleh  

komite sekolah? 
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Lampiran 3 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5
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Lampiran 6 
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Lampiran 8
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Lampiran 9 
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Lampiran 10 
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Lampiran 11 
 



 
 

85 
 

 
 

Lampiran 12 

 

 
 

Lampiran 13 
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Lampiran 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 15  



 
 

87 
 

 
 

 

Lampiran 16 
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Lampiran 17



 

 
 

Lampiran 18 
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